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"Tepatilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi
setelah diperbaiki. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang
beriman."
— QS. Al-A’raf ayat 85

* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Quran., Al Quran dan Terjemahannya (Edisi
Penyempurnan 2019), (Jakarta, Lajnahpentashihan mushaf al quran, 2019), 219
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ABSTRAK

Rikha Cahyandira, 2025 : Analisis Yuridis pada Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-1/2022 terhadap Praktek Kartel dalam
penjualan Minyak Goreng Kemasan

Kata Kunci : KPPU, Kartel, Pendekatan Yuridis

Penelitian ini menganalisis sebuah kasus yang terjadi pada bulan Oktober
tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 yaitu kenaikan harga dan
kelangkaan minyak goreng kemasan yang sangat dirasakan oleh masyarakat.
Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok yang sangat penting sehingga fluktuasi
harga minyak goreng menjadi hal yang paling utama diperhatikan jika mengalami
kenaikan harga. Muncul persaigan yang tidak sehat didalam beberapa kelompok
usaha sehingga terbit putusan perkara KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 yang
didalamnya membahas tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf ¢ Undang
—undang nomor 5 tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di
Indonesia. Namun yang menjadi sorotan peneliti dan beberapa sumber yang ada
dalam putusan tersebut yaitu analisa terhadap pendekatan yuridis dalam Kartel
dan kekuatan dan tantangan dalam proses pembuktian kasus kartel yang
dilakukan oleh KPPU.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini falah 1) Bagaimana Analisa
Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada
Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022. 2) Bagaimana Pendekatan yuridis yang
digunakan oleh KPPU dalam menganalisis praktek kartel penjualan minyak
goreng kemasan dalam_putusan nomor 15/KPPU-1/2022?. Kemudian tujuan dari
penelitian ini ialah'' untuk -~ mengetahui’ ‘bentuk - pertimbangan hukum dan
pendekatan yuridis yang dilakukanoleh KPPU.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif
(normative legal research). Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan
perundang-undangan dengan mengkaji UU nomor 5 tahun 1999 tentang praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Putusan perkara KPPU nomor
15.KPPU-1/2022 tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Komisi dalam
memutuskan sanksi adminitratif kepada para pelaku usaha yang bersangkutan
menggunakan beberapa pertimbangan yaitu dengan melakukan pertimbangan
filosofis, sosiologis, dan yuridis. 2) Pendekatan yuridis yang digunakan majelis
komisi untuk membuktikan adanya kartel ialah dengan mengidentifikasi unsur
pelanggaran serta melakukan pengumpulan alat bukti.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini telah banyak kemajuan
setelah mengalami berbagai perkembangan sepanjang beberapa dekade terakhir
ini. Dengan terciptanya beberapa peluang usaha pada kenyataannya masyarakat
belum dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.
Membuka lapang kerja termasuk salah satu langkah yang dilakukan oleh
masyarakat untuk memperoleh uang dan untuk menciptakan sumber
penghasilan yang stabil guna mecukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya
berbisnis, berbisnis termasuk kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan
keuntungan dengan cara menjual barang ataupun jasa. ‘Awal dalam
menjalankan usaha pasti tidak akan asing dengan kalimat persaingan usaha.
Dimana masing-masing orang ataupun perusahaan akan melakukan segala cara
untuk mendapatkan keuntungan dari' usaha tersebut, menjalankan persaingan
usaha secara sehat dengan menerapkan unsur keadilan dan kejujuran namun
disisi lain pada kenyataannya banyak pula perjanjian usaha yang mengandung
unsur ketidakadilan yang akan merugikan konsumen.?

Bagi pelaku usaha membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang
lumrah dilakukan dan setiap kegiatan usaha juga tidak luput dengan membuat

perjanjiannya. Perjanjian yang dimaksud yaitu berjanji melaksanakan sesuatu

13.

! Harmaizar Z, Menagkap Peluang Usaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2008),

2 Black Law Dictionary Team, terjemahan oleh Rachmadi Usman, Hukum Persaingan

Usaha Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta 2013), 283



yang menjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Para pihak yang terikat
dalam suatu perjanjian juga diberikan kebebasan oleh undang-undang yang
disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebabasan
berkontrak mereka leluasa untuk membuat perjanjian sepanjang perjanjian
tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Selama perjanjian yang dilakukan
oleh pelaku usaha tidak melanggar undang-undang maka tidak perlu khawatir
akan pembatalan oleh pengadilan di kemudian hari. Mayoritas para pelaku
usaha tidak memahami pentingnya menjalankan bisnisnya dengan melakukan
persaingan usaha yang sehat bahkan mereka tidak mengetahui akan aturan-
aturan bisnis yang berlaku, atau mungkin karena dorongan keegoisannya
melakukan segala cara apapun itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih
besar tanpa peduli dengan konsumen yang akan merasa dirugikan akan hal
tersebut. *

Persaingan usaha yang sehat termasuk salah satu prasyarat penting
dalam menciptakan;ekonomi yang;efisiendan dinamis.-Persaingan tidak sehat
ialah dimana para persaing menggunakan taktik yang tidak etis atau melanggar
ketentuan hukum vyang berlaku demi tercapainya sebuah keuntungan.
Contohnya seperti melakukan praktek monopoli, penipuan, manipulasi pasar,
korupsi, atau dengan tindakan yang merugikan konsumen. Dengan adanya
persaingan tidak sehat dapat merusak integritas pasar sehingga menciptakan
ketidakadilan dalam ekonomi, bukan hanya konsumen yang merasa dirugikan

pesaing bisnis pun akan merasa dirugikan akan hal tersebut. Salah satu bentuk

* Hermansyah, , Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta, Kencana
Prenada Media Group; 2008), 9-10



perilaku antipersaingan yang sangat merugikan adalah kartel. Regulasi terkait
dengan larangan praktek kartel sebagaimana telah diatur dalam Undang-
undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel termasuk salah satu bentuk kesepakatan
yang dilarang dalam berbisnis. Kartel merupakan sebuah kesepakatan antara
para pelaku usaha untuk bekerja sama dalam mengendalikan harga dan
mengatur jumlah produksinya untuk meningkatkan keuntungan bersama.
Perjanjian kartel dianggap sebagai perjanjian bisnis tidak sah dan melanggar
hukum  persaingan yang adil dan tidak sehat karena dapat merugikan
konsumen dengan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi daripada jika pasar
beroperasi secara kompetitif.*

Dalam situasi kompetitif biasanya penjual bersaing dengan cara
menawarkan harga yang lebih rendah agar pelanggan lebih tertarik, namun
dalam kasus kartel ini penjual menetapkan harga yang lebih tinggi dan
akhirnya banyak konsumen, yang: merasadirugikan: -karena mereka harus
membayar harga yang lebihimahal untuk barang dan jasa yang sama.® Dengan
adanya peraturan dibidang persaingan usaha yaitu Undang-undang nomer 5
tahun 1999 ini diharapkan mampu mencegah pelaku usaha dari praktik
monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini terbitnya

undang-undang tersebut akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam

* Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, ,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 117.

> Wahyu Retno Dwi Sari, “Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi
PersainganUsaha”, (Jurnal KPPU, Edisi 1 Tahun 2009), 191.



pasar dan industri lainnya, dan terus mendorong daya saing bagi pelaku usaha
pesaingnya.

Pada tahun 2021 dihebohkan dengan kelangkaan dan kenaikan harga
minyak goreng, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah sangat
merasakan fenomena tersebut.® Minyak goreng termasuk ke dalam kategori
sembilan bahan pokok (sembako) yang memiliki peran strategis dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok,
minyak goreng tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti
memasak, menggoreng, dan mengolah berbagai jenis makanan, tetapi juga
menjadi komponen penting dalam sektor industri makanan dan usaha kecil
menengah (UKM) yang bergerak di bidang kuliner. Ketersediaan dan
keterjangkauan harga minyak goreng menjadi faktor yang sangat menentukan
dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi, mengingat tingginya tingkat
konsumsi masyarakat terhadap produk ini. Oleh karena itu, segala bentuk
gangguan dalam distribusi, kelangkaan, maupun-lonjakan:harga minyak goreng
dapat berdampak luas terhadap daya beli masyarakat serta ketahanan pangan
nasional. Fluktuasi harga minyak goreng selalu menjadi perhatian utama,
terutama bagi kalangan menengah kebawah yang paling berdampak oleh
kenaikan harga. Ditengah hebohnya melunjaknya harga minyak goreng,
muncul dugaan bahwa melambungnya harga minyak goreng ini tidak
sepenuhnya disebabkan oleh faktor alamiah pasar, melainkan ada kecurangan

yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengatur harga dan distribusi minyak

® Nabila Rahmadina Hariyanti, Dr. R. Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta
Caesar Purwanto, 2023 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Praktik Kartel
Minyak Goreng, (Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni 2023), 168-169



goreng kemasan. Pada Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
nomor 15/KPPU-1/2022 bahwa berdasarkan alat bukti terlapor perkara
persaingan tidak sehat dengan sengaja menimbun dan mematok harga
penjualan minyak goreng kemasan melibatkan beberapa perusahaan besar
yakni terdapat 27 perusahaan terlapor Majelis Komisi menyatakan bahwa
terlapor tidak terbukti melanggar pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999
terkait price fixing. Namun Majelis Komis menyatakan bahwa terdapat 7
(tujuh) terlapor dinyatakan sah terbukti melanggar pasal 19 huruf c terkait
pembatasan peredaran/penjualan barang. Tujuh perusahan yang dinyatakan sah
melanggar pasal 19 huruf ¢ yakni Terlapor | PT. Asianagro Agungjaya,
Terlapor Il PT. Batara Elok Semesta Terpadu, Terlapor V PT. Incasi Raya,
Terlapor XVIII PT. Karyaindah Alam Sejahtera, Terlapor XX PT. Budi Nabati
Perkasa, Terlapor XXIIlI PT. Multi Mas Nabati, Terlapor XXIV PT. Sinar
Alami Permai. Terlapor diduga melakukan praktik pelanggaran tersebut pada
periode bulan Oktober hingga Desember 2021 serta mulai bulan Maret hingga
Mei 2022. Terlapor diduga telah' melanggar ‘pasal 19 huruf ¢ UU Nomor 5
Tahun 1999 pada periode Januari sampai Mei 2022 yang berdasarkan bukti
yang ada. Pada periode Januari sampai dengan Mei 2022, harga minyak
goreng di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60% (enam puluh persen)
dan harga minyak goreng kemasan bermerek di toko tradisional mengalami
kenaikan sebesar 54% (lima puluh empat persen). Menyadari bahwa salah satu

bahan pokok adalah minyak goreng, maka KPPU inisiatif melakukan sebuah



penelitian hingga penyelidikan sampai menemukan bukti bahwa pelaku usaha
terindikasi melakukan sebuah pelanggaran.’

Perkara a quo menyimpulkan bahwa penjualan minyak goreng kemasan
oleh pasar yang bersangkutan ini berasal dari bahan baku kelapa sawit sebagai
komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat. Struktur pasar dalam industri
minyak goreng menyebutkan perkara tersebut sebuah oligopoli sebab memiliki
konsentrasi pasar yang tinggi, dibaliknya dipegang oleh empat grup pelaku
usaha sebesar 71.52%. Produknya yang homogen serta berbagai hambatan
untuk masuk pasar. Dalam perkara ini terbukti pelaku usaha (terlapor)
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 1999.2 PT (perseroan terbatas)
adalah jenis badan hukum yang bekerja sendiri dan bebas dari sekutu.
Pertimbangan utamanya adalah bahwa badan hukum memiliki semua harta
yang diberikan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan yang dikenakan pada
badan hukum juga terbatas pada harta badan, bukan harta pribadi para sekutu 2
Para terlapor melakukan perjanjian secara tidak tertulis, tetapi berdasarkan
bukti bahwa mereka terikat satu sama lain untuk melakukan hal yang sama
yang bertujuan menentukan harga minyak goreng kemasan. KPPU dalam
putusannya menggunakan metode pembuktian tidak langsung atau indirect
evidence untuk mengidentifikasi adanya paralelisme harga dan pola distribusi
yang menyerupai praktek kartel. Kemudian Majelis Komisi menegaskan bahwa

telah terjadi kartel dengan menggunakan sumber bukti yang tidak langsung

7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 19-20
8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 49-50
° Freddy Hidayat. Mengenal Hukum Perusahaan, (CV Pena Persada), 44



yaitu komunikasi, yang menunjukkan adanya pertemuan dan interaksi antar
pesaing pada 29 Februari 2018 meskipun pertemuan tersebut tidak memiliki
tujuan apa pun. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2019 kembali bertemu dan
membahas harga, kapasitas produksi, dan strukturarisasi biaya produksi;
Kedua, adanya bukti ekonomi, yang mana ada dua yaitu bukti ekonomi struktur
pasa (minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan) dan bukti ekonomi
pelakuu usaha disebut dengan oligopoli. Bukti telah terjadi kolusi secara tidak
langsung untukmelakukan kartel. Akan tetapi KPPU menempatkan dalam bukti
komunikasi sehingga kedudukannya indirect evidence, dan tidak ada
penjelasan secara rinci dari KPPU mengenai perilaku facilitating practice.
Menurut pasal 35 huruf a UU N0.5/1999, jika pelaku usaha melanggar pasal 4
sampai 16 dapat mengakibatkan praktek monopoli, dan apabila terindikasi
adanya praktik kartel maka KPPU harus menilai dari segi perjanjian. Metode
pembuktian praktik kartel tersebut yakni pembuktian indirect evidence atau
pembukti secara tidak langsung, karena jika dengan perjanjiann tertulis sangat
sulit dilakukan. *°

Untuk memastikan apakah pelaku usaha atau terlapor dianggap telah
melanggar pasal 19 huruf ¢ UU persaingan usaha, Majelis Komisi akan
menggunakan segala upaya yang tersedia. Data dari Terlapor | hingga Terlapor
XXVII dikumpulkan dan diproses olen Majelis Komisi. Majelis Komisi
menggunakan teknik perhitungan seperti; pertama, lakukan perbandingan

antara volume produksi minyak goreng kemasan, baik kemasan maupun

19 Guswan Hakim, Idaman, Oheo Kaimudin, Analisis Praktek Monopoli pada Kasus
Penjualan Minyak Goreng Kemasan, (Halu Oleo Legal Research, Vol 6 Issue 2 Agustus 2024),
279-280



premium, dengan volume pembelian CPO (Crude Palm Oil); kedua
membandingkan presentase perubahan pembelian dan perubahan volume
minyak goreng kemasan. Kemudian, selama periode dugaan pelanggaran,
Majelis Komisi menghitung rasio input dan output rata-rata minyak goreng
untuk mengetahui apakah terdapat pembatasan peredaran atau penjualan
minyak goreng kemasan yang dilakukan oleh Terlapor atau pelaku usaha.
Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan Output akan dihitung dengan
jumlah produksi atau dari pernjualan minyak goreng kemasan sedangkan untuk
perhitungan Input sendiri menggunakan jumlah pembelian bahan baku (CPO)
oleh para Terlapor.** Disisi lain majelis komisi juga menemukan pelanggaran
dari penggunaan Harga Eceran Tertinggi (HET) para telapor lalai akan
peraturan dan kebijakan pemerintah. Sebenarnya, pasokan minyak goreng
kembali tersedia ketika kebijakan HET dicabut, tetapi dengan harga yang lebih
tinggi daripada harga sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Terlapor
diduga menurunkan volume produksi,dan.volume penjualan. Perilaku ini tidak
adil dan menyebabkan persaingan yang-tidak sehat, sehingga menghambat
persaingan bisnis dalam pemasaran minyak goreng kemasan.*?

Penggunaan bukti tidak langsung seperti pelanggaran pengguna HET
para terlapor dan ketidakwajaran rasio Output Input menjadi indikasi penting
dalam praktek kartel, menjadi tantangan hukum terutama dalam memastikan
bahwa pola tersebut merupakan hasil kesepakatan, bukan semata-mata perilaku

pasar oligopoly. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan

! Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/202, 637
'? Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 720



kelangkaan produk atau menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam konteks
ini KPPU tidak berhasil menemukan kartel secara sah. Hal ini menunjukkan
tantangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha khususnya di pasar
oligopoli dimana dalam pasar tersebut perilaku paralel sering terjadi tanpa
adanya kesepakatan eksplisit. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut serta
melihat tingginya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas, penulis
merasa penting untuk mengkaji lebih dalam permasalahan hukum yang
berkaitan dengan praktik kartel dalam distribusi dan penjualan minyak goreng
kemasan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat isu ini menjadi
fokus penelitian yang berjudul: **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-1/2022 Mengenai

Praktik Kartel Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan."

. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian proposal ini berfokus pada

beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana analisa ' hukum /Pertimbangan Majelis Komisi  terhadap
Putusan KPPU nomor 15/KPPU-1/2022 dalam memberikan Sanksi
Administratif terhadap para Terlapor?

2. Bagaimana pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam
menganalisis praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan

dalam putusan nomor 15/KPPU-1/2022?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui sasaran yang ingin
dicapai dalam penelitian ini, khususnya untuk mengetahui arah yang akan
dibahas dalam masalah-masalah yang telah dirumuskan.** Tujuan yang ingin
dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi terhadap putusan KPPU
nomor 15/KPPU-1/2022 dalam memberikan sanksi administratif terhadap
para Terlapor.

2. Untuk mengetahui pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam
menganalisis praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan
dalam putusan nomor 15/KPPU-1/2022

D. Manfaat Penelitian
Selain tujuan, penegliti berharap adanya manfaat yang dapat diambil
dari penelitian ini diantarganya:
1. Manfaat Teoritis
a. Guna memahami lebih jauh akan kendala dalam persaingan usaha salah
satunya vyaitu kartel selain itu dapat mengetahui dampak kartel dalam
memperngaruhi harga pasar

b. Guna menambah pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim
dalam memutuskan suatu perkara

c. Sebagai bahan referensi untuk mendalami ilmu hukum khususnya

dalam hukum persaingan usaha

'3 Tim penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (UIN Khas Jember:2021), 51
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
1) Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar
Sarjana Hukum
2) Diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang aspek hukum
ekonomi, khususnya dalam konteks kartel di industri minyak
goreng.
b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember
1) Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan ajar atau referensi
mahasiwa fakultas syariah khususnya hukum ekonomi syariah.
2) Memperluas literature akademik yang fokus pada kartel dan
monopoli pasar.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang dampak praktik kartel terhadap harga dan ketersediaan barang
kebutuhan pokok seperti'minyak goreng. Dengan demikian, masyarakat
dapat lebih memahami pentingnya persaingan usaha yang sehat.
E. Definisi Istilah
Pada bagian ini berisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul
penelitian ini dan harus dijabarkan sejelas mungkin. Tujuannya agar tidak
adanya kesalahpahaman konteks dari judul penelitian ini.** Penjelasan dari

istilah dalam judul penelitiann ini sebagai berikut:

' Tim penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (UIN Khas Jember:2021), 93
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1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan KPPU adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan pelanggaran
persaingan usaha, seperti monopoli, kartel, atau persekongkolan harga.
KPPU dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam
persaingan usaha sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat. Berdasarkan
ketentuan pasal 18 Undang-undang nomor 5/1999 yang dimaksud KPPU
yakni komisi yang dibentuk untuk mengawasi para pelakuu usaha dalam
menjalankan bisnisnya dengan sehat tanpa adanya praktek monopoli
didalamnya dan tidak merugikan konsumen maupun sesama pelaku usaha
lainnya.

Dalam kasus ini, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 mengacu
pada keputusan terkait dugaan praktek kartel dalam penjualan minyak
goreng kemasan di Indonesia. KPPU adalah lembaga independen di
Indonesia yang bertugas mengawasi pelaksanaan persaingan usaha di pasar,
serta menegakkan aturan yang'diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Kewenangan KPPU vyaitu menyelidiki, menilai, dan memberikan
putusan terkait dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha.™

2. Praktek Kartel
Kartel adalah kesepakatan ilegal antara pelaku usaha di pasar untuk

mengendalikan harga, produksi, atau distribusi suatu produk atau jasa,

> Syamsul Ma’arif, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di

Indonesia, (Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni,2002), 67
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sehingga menghambat persaingan pasar yang sehat. Jadi perusahan yang
seharusnya bersaing justru setuju dengan melakukan penetapan harga
dengan tujuan untuk monopolistis. Kartel mencakup perjanjian antar
pesaing untuk mengalokasikan pelanggan dan penetapan harga. Adapun
dorongan terciptanya kartel adalah kuatnya persaingan pasar dan untuk
menghindarinya anggota kartelpun menyetujui melakukan penentuan harga
bersama, mengatur produksi, bahkan menentukan potongan harga. Akan
terlihat dengan jelas perbedaan antara harga saat terjadi kartel dan harga
saat tidak terjadi kartel, harga akan jauh lebih tinggi apabila telah dipasang
kartel. *°
3. Penjualan Minyak Goreng Kemasan
Penjualan Minyak Goreng Kemasan adalah teknik distribusi dan
menjual minyak goreng yang telah dikemas dalam wadah tertentu. Bahan
kemasan yang sering digunakan dalam penjualan minyak goreng umumnya
terbuat dari plastic atau,kaca ryang, dirancang, untukmenjaga kualitas
minyak. Saluran distribusi yang’ biasa 'ditemukan di supermarket atau
minimarket, toko kelontongan sering menjual minyak goreng dalam ukuran
kecil, bahkan pembelian minyak goreng dapat dilakukan secara online.

Minyak goreng termasuk dari sembilan bahan pokok yang keberadaannya

sangat penting bagi masyarakat.

16 Sabam M. Tambunan, Praktek Kartel Suatu Persaingan tidak sehat dan dampaknya
bagi pertumbuhan perekonomian, (Jurnal Yure Humano Volume 1 nomor 1 tahun 2017), 86-87
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah, seperti
skripsi, tesis, atau disertasi, merupakan kerangka atau struktur yang
mengorganisasikan seluruh isi penelitian. Bagian ini menjelaskan secara
ringkas urutan atau struktur pembahasan dalam bab-bab yang ada, serta
memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas di setiap bab. Adapun
Format Penulisan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yakni
BAB | : Pendahuluan

Dalam bab ini menggambarkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan definisi isitilah.
BAB Il : Kajian Pustaka
Bab ini berisi pemaparan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.
BAB 11l : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian
ini berisi bahan, hukum ;primer,  sekunder; dan  tersier.~Kemudian teknik
pengumpulan data, dan analisis data
BAB IV : Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang penyajian data dan analisis data
BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari penyajian penelitian ini dan saran yang

diberikan dalam penelitian ini.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Peneliti menyediakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai
referensi yang digunakan oleh peneliti guna membandingkan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya, beberapa penelitian sebagai berikut;

1. Nadila Koto, NPM 18906200480, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Medan, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Skripsi berjudul
“Kajian Hukum terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang menyebabkan
Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)”  penelitian tersebut
menerangkan tentang penetapan harga oleh kartel yang menyebabkan
inflasi. Keberadaan sistem kartel dalam dunia usaha memberikan dampak
yang merugikan, karena menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat.
Praktik ini membatasi mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara
adil dan-terbuka, sehingga merugikan pelaku-usaha-lain-yang tidak terlibat
dalam kartel maupun konsumeni-yang pada akhirnya harus menanggung
harga yang tidak wajar akibat manipulasi pasar. Kartel berikatan dengan
perjanjian penetapan harga yang mana dengan adanya penetapan harga
kartel ini dapat terjadi inflasi. Para pelaku usaha berupaya memaksimalkan
keuntungan mereka dengan melakukan kesepakatan bersama untuk
menaikkan harga barang kebutuhan secara tidak wajar. Tindakan ini tidak
hanya mengganggu mekanisme persaingan yang sehat, tetapi juga

berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pasar bebas, karena

15
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konsumen dipaksa membayar harga yang lebih tinggi akibat adanya
pengaturan harga secara sepihak oleh kelompok pelaku usaha tertentu.
Dalam putusan nomor 8/KPPU-L/2018 majelis komisi melakukan
pembuktian dan hasilnya ada perusahaan yang melakukan penetapan harga
ada 4 (empat) perusahaan dan telah terbukti secara sah melaluialat bukti
tidak langsung yaitu berupa ekonomi yaitu berupa price signalling
diantaranya; PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Thbk,
PT. Meratus Line dan PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Ke 4 perusahaan
tersebut terbukti telah melakukan penetapan harga dilihat dari bukti surat
penyesuaian kenaikan harga dalam waktu yang nyaris bersamaan, substansi
surat dan format surat yang sama. Dalam putusan ini, belum terdapat bukti
yang sah dan meyakinkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Ambon secara
langsung disebabkan oleh kenaikan harga freight container yang dilakukan
oleh keempat perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak dapat diabaikan
bahwa praktik  penetapan ~harga :secara bersama: oleh pelaku Kartel
berpotensi menjadi pemicu inflasi di- masa mendatang. Oleh karena itu,
pengawasan yang ketat dan menyeluruh dari Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sangat diperlukan guna mencegah dampak lanjutan yang merugikan
berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai konsumen akhir serta negara
yang akan menanggung beban ekonomi yang lebih besar.!’

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki perbedaan

yang terletak pada pembahasan mengenai penetapan harga oleh kartel yang

" Nadila Koto, “Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang

Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)” (Medan, Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022), 103-105
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menyebabkan inflasi, sedangkan untuk penelitian sekarang meneliti tentang
praktek kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan. Kemudian
persamaannya antar keduanya sama-sama meneliti sistem Kkartel.

2. Niam Maskuri, NIM S20182110, Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah, Skripsi berjudul “Analisis terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat
pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2019”. Dalam skripsinya Niam
Maskuri menyimpulkan bahwa terdapat 7 maskapai penerbangan yang
terbukti melakukan perjanjian kartel dan terbukti sah melanggar uu nomor
5 tahun 1999. Dalam putusannya KPPU mempertimbangkan 3 aspek yaitu
aspek filosofis, aspek sosiologis. dan aspek yuridis. Secara filosofis, kerja
sama antar pelaku usaha dilakukan untuk meraih keuntungan lebih besar.
Namun secara sosiologis, majelis belum mempertimbangkan aspek yuridis
yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4
Tahun2011. Penelitian ini difokuskan pada analisis apakah praktik kartel
dalam kasus penerbangan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.*

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang
lalah jika penelitian terdahulu menganalisis putusan KPPU Nomor
15/KPPU-1/2019 terhadap Kkartel tiket pesawat terbang sedangkan
penelitian sekarang menggunakan analisis putusan KPPU Nomor
15/KPPU-1/2022 tentang penjualan minyak goreng kemasan. Kemudian

untuk persamaanya ialah sama-sama membahas mengenai kartel dan UU

¥ Niam Makuri, Analisis terhadap praktek kartel tiket pesawat pada putusan KPPU
Nomor 15/KPPU-1/2019, (Skripsi: UINKhas Jember, 2023), 74-75
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Nomor 5 tahun 1999 berisikan larangangan tindakan praktik monopoli dan
persaingan usaha.

3. Muhammad llyas, NIM S20192034, Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah, Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak
Goreng”. Dalam skripsi Sdr. Muhammad Ilyas menyimpulkan bahwa
implikasi dari adanya kejahatan minyak goreng dilihat dari perlindungan
pihak konsumen sehingga berakibat pada kerugian konsumen serta dari
beberapa perusahaan yang terlibat didalamnya.  Dalam pengaturan
perlindungan konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen, ada
dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen. Jenis kejahatan
yang dilakukan oleh kartel minyak goreng termasuk pembagian wilayah
pasar, kesepakatan harga, produksi terbatas, pembagian keuntungan, dan
penyusupan pasar. Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan
perlindungan-kensumen yakni- memperketat- legalisasi-hukum, penguatan
penegakan hukum, pelaporan dan-perlindungan pengaduan, edukasi kepada
konsumen, dan tersedianya penyelesaian sengketa konsumen.*®

Penelitian saat ini berbeda dari penelitian terdahulu karena
penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen yang terkena
dampak kartel minyak goreng dan meninjau KPPU serta perspektif undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan

penelitian saat ini berfokus pada pelaku usaha mengenai putusan KPPU

¥ Muhammad llyas, perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng, (skripsi: UIN
Khas Jember, 2023), 101-102
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nomor 15/KPPU-1/2022 tentang praktik kartel terhadap penjualan minyak
goreng kemasan. Persamaannya ialah keduanya memiliki objek yang sama
yakni minyak goreng kemasan.

. Olivia Fellichasary Arimbi Putri, NIM S20182037, Universitas Islam
Ngerei Kiai Haji Achmad Siddig Jember, program studi hukum ekonomi
syariah, fakultas syariah, judul Skripsi “Analisis Praktek Penimbunan
Minyak Goreng di Indonesia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi
syariah”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahannya adalah
dampak dari penimbunan minyak goreng, dampak yang timbul dari segi
masyarakat ialah tidak mampunya untuk membeli karena terjadi
kelangkaan minyak goreng, sedangkan minyak goreng termasuk kebutuhan
pokok yang sangatpenting. Muncul fenomena panic buying kepada
masyarakat, dan dampak bagi pemerintah ditemukan resuffel dalam
kemendag dan hadirnya pansus minyak goreng. Dari 4 madzhab ulama
figih megaskan hukum; daripada;praktek penimbunan minyak goreng ialah
haram karena termasuk perbuatan: ihtikar. Dimana arti dari ihtikar sendiri
ialah menimbun barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar
dari penjualan tersebut sehingga merugikan orang lain dengan menjual
dengan harga yang lebih tinggi. Sama halnya menurut Undang-undang
Perdagangan apabila telah terjadi penimbunan barang akan diancam

pelanggaran dan telah tercantum pada pasal 29 UU No 7/2014 mengenai
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perdagangan,dan akan dikenai sanksi yang telah tercantum pada pasal
107.%

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah
jika penelitian terdahulu fokus pada penimbunan sedangkan penelitian
sekarang fokus pada praktek kartel, jika penelitiann terdahulu
menggunakan mengacu pada perspektif hukum syariah sedangkan
penelitian sekarang mengacu pada putusan hukum positif (KPPU No
15/KPPU-1/2022). Kemudian persamaan dari keduanya yaitu sama sama
berhubungan dengan isu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan
minyak goreng.

Derin Fernanda Ainun Nisa, NIM S20192133, Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Judul Skripsi
“Kewenangan KPPU dalam Sistem Peradilan di Indonesia” penelitian
menerangkan tentang pada dasarnya, kewenangan KPPU dalam konteks
hukum. -persaingan, usaha -di; Indonesia tidak. termasuk dalam ranah
yudikatif. Putusan dan ! sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU merupakan
tindakan administratif, sehingga sanksi yang diberikan pun dikategorikan
sebagai sanksi administratif, bukan sanksi peradilan. Kewenangan konkrit
yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur
secara jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Dalam ketentuan tersebut, KPPU diberikan lima bentuk kewenangan

utama, Vyaitu: pertama, melakukan penyelidikan terhadap dugaan

2 Qlivia Fellichasary Arimbi Putri, Analisis Praktek Penimbunan Minyak Goreng di

Indoensia pada tahun 2022 perspektif hukum ekonomi syariah, (Skripsi UIN Khas Jember: 2023),

61



21

pelanggaran hukum persaingan usaha; kedua, melaksanakan pemeriksaan
atas laporan maupun temuan; ketiga, memiliki hak untuk meminta dan
menilai alat bukti yang relevan; keempat, memanggil saksi, ahli, maupun
pihak terkait serta menetapkan putusan atas perkara persaingan usaha yang
ditangani; dan kelima, menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan
kepatuhan pelaku usaha terhadap persaingan usaha yang sehat berdasarkan
prinsip-prinsipnya. Kewenangan-kewenangan ini menegaskan peran KPPU
sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga iklim usaha yang adil
dan bebas dari praktik monopoli maupun persaingan tidak sehat..”*

Perbedaannya dari keduanya yaitu penelitian terdahulu fokus pada
peran kelembagaan dan wewenang KPPU sedangkan penelitian sekarang
fokus ke dalam analisis putusan KPPU dalam kasus kartel. Persamaannya
ialah sama sama berkaitan dengan persaingan usaha dan bagaimana KPPU
berperan dalam mengawasi persaingan usaha.

Tabel 2:1

Tabel penelitianterdahulu
Hasil penelitian terdahulu yang relevan

No | Nama, Tahun, Judul Persamaan Perbedaan
1. | Nadila Koto, 2022, | Keduanya Perbedaan penelitian
Kajian Hukum terhadap | sama-sama terdahulu dengan
Penetapan Harga oleh | meneliti sistem | penelitian ~ sekarang
Kartel yang | Kartel ialah penelitian
menyebabkan Inflasi terdahulu  membahas
(Studi  Putusan Nomor tentang penetapan
08/KPPU/L-2018) harga oleh kartel yang
menyebabkan inflasi,
sedangkan untuk
penelitian ~ sekarang

2l Derin Fernanda Ainun Nisa, Kewenangan KPPU dalam Sistem Peradilan di
Indonesia, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2024), 129
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meneliti tentang
praktek kartel dalam
penjualan minyak
goreng kemasan.
Niam Maskuri, 2023, | sama-sama Perbedaan dari
Analisis Terhadap | membahasa penelitian  terdahulu
Praktek Kartel Tiket | tentang kartel | dengan penelitian
Pesawat Pada Putusan | dan UU | sekarang ialah jika
Kppu Nomor 15/Kppu- | Nomor 5 tahun | penelitian  terdahulu
1/2019 1999 tentang | menganalisis putusan
larangan KPPU Nomor
praktek 15/KPPU-1/2019
monopoli dan | terhadap kartel tiket
persaingan pesawat terbang
usaha sedangkan penelitian
sekarang
menggunakan analisis
putusan KPPU Nomor
15/KPPU-1/2022
terhadap penjualan
minyak goreng
kemasan.
Muhammad Ilyas, 2023, | Persamaannya | Perbedaan penelitian
Perlindungan Konsumen | ialah keduanya | terhadulu dengan
Korban Kartel Minyak | memiliki objek | penelitian  sekarang
Goreng yang sama | yakni penelitian
yakni minyak | terdahulu berfokus
goreng tentang uapaya
kemasan. perlindungan bagi
konsumen yang
terdampak kartel
minyak goreng dan
meneliti terhadap

KPPU dan perspektif
undang-undang nomor
8 tahun 1999 tentang
perlindungan

konsumen, sedangkan
penelitian  sekarang
berfokus pada putusan

KPPU nomor
15/KPPU-1/2022

praktek kartel
terhadap penjualan
minyak goreng

kemasan.
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tahun

4. | Olivia Fellichasary
Arimbi  Putri, 2023,
Analisis praktek
penimbunan minyak

goreng di Indonesia pada
2022 perspektif
hukum ekonomi syariah.

Persamaan dari
keduanya yaitu
sama sama
berhubungan
dengan isu
ekonomi,
khususnya
yang berkaitan
dengan minyak
goreng.

Perbedaan dari
penelitian  terdahulu
dan penelitian
sekarang ialah jika
penelitian  terdahulu
fokus pada
penimbunan

sedangkan penelitian
sekarang fokus pada
praktek kartel, jika
penelitiann  terdahulu
menggunakan
mengacu

perspektif

syariah sedangkan
penelitian  sekarang
mengacu pada putusan
hukum positif (KPPU
No 15/KPPU-1/2022).

pada
hukum

Kppu dalam

5. | Derin Fernanda Ainun
Nisa, 2024, Kewenangan

Sistem

Peradilan di Indonesia

Persamaannya
ialah sama
sama berkaitan
dengan
persaingan
usaha
bagaimana
KPPU
berperan
dalam
mengawasi
persaingan
usaha.

dan

Perbedaannya dari
keduanya yaitu
penelitian  terdahulu
fokus pada peran
kelembagaan dan
wewenang KPPU
sedangkan penelitian
sekarang fokus ke
dalam analisis putusan
KPPU dalam kasus
kartel.

B. Kajian Teori

1. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian berfokus pada prinsip yang mengatur kontrak atau

kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum, teori ini

menjelaskan bagaimana perjanjian dibentuk, diinterpretasikan,

dan
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ditegakkan. Dalam konteks hukum di Indonesia istilah perjanjian berasal
dari bahasa belanda yaitu overeenkomst.?? Istilah ini digunakan untuk
merujuk pada kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau
lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling berjanji untuk memenuhi hak

dan kewajiban tertentu.

Menurut  pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menjelaskan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang dimana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dalam
pasal ini menegaskan bahwa adanya dua pihak yang saling mengikatkan
dirinya satu sama lain. Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai
perjanjian:

1. Subekti, Perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih yang dimana perjanjian ini menimbulkan suatu
hubungan hukum antara kedua belah pihak, di mana satu pihak berhak
untuk' menuntut'dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
tersebut.”

2. Sudikno Mertokusumo, berbeda dengan pendapat subekti, perjanjian
adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang mencapai
kesepakatan untuk memiliki konsekuensi hukum.?*

Artinya bahwa, keduanya setuju untuk menetapkan aturan tentang

perjanjian yang diperjanjikan, adanya hak dan kewajiban yang wajib

22 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009),
41

2% Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke 4, (Jakarta;Citra Aditya Bhakti, 1987), 6

2% sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), (PT. Liberty Yogyakarta
1996), 103
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dilaksanakan dan ditaati oleh yang bersangkutan. Adanya kesepakatan
itu ialah untuk menimbulkan adanya akibat hukum, jadi apabila lalai
atau dilanggar tidak melaksanakan hak atau kewajibannya maka ada
sanksi bagi si pelanggar tersebut.

M. Yahya Harahap, menegaskan sebuah perjanjian merupakan
hubungan hukum di bidang kekayaan antara dua atau lebih pihak, pihak
yang satu memiliki hak untuk menuntut adanya prestasi, sementara
pihak yang lain wajib dalam pemenuhan prestasi tersebut.”> Maksudnya
adalah bahwa perjanjian menciptakan hubungan timbal balik di mana
salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi,
sementara pihak lainnya wajib melaksanakan prestasi tersebut sesuai
dengan kesepakatan.

Dalam teori perjanjian terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yang

harus terpenuhi yaitu:

a)

b)

Sepakat, dalam artian kedua belah:pihak harus saling, sepakat dan tidak
ada unsur keterpaksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Kecakapan, yaitu para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk
bertindak dan membuat perjanjian, yang umumnya berarti mereka
dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Suatu hal tertentu, Perjanjian harus mengatur suatu objek atau hal yang
jelas, baik berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Dalam pasal 1333

KUH Perdata “Suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal sebagai

2> Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2006), 2
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pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit
ditentukan jenisnya.”® Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah
kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan
atau dihitung”

Suatu sebab yang halal , perjanjian yang tidak boleh bertentangan
dengan hukum. Perjanjian tidak dianggap sah jika tujuannya melanggar
hukum atau norma yang berlaku.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam suatu perjanjian, yakni;
Asas Kebabasan Berkontrak, di Indonesia hukum perjanjian menganut
sistem terbuka itu artinya hukum memberikan kebebasan melakukan
perjanjian selama tidak bertentangan. Telah disimpulkan dalam Pasal
1338 yang menegaskan bahwa semua perjanjian dapat dilakukan oleh
para pihak baik dalam bentuk ataupun isi dari perjanjian tersebut.?’
Asas Konsensualisme, merujuk pada prinsip bahwa perjanjian dianggap
sah dan mengikat -apabila; terdapat, kesepakatan ;diantar kedua pihak
yang terlibat.

Asas Pacta Sun Servanda,biasa dikenal dengan asas kepastian hukum
Perjanjian harus jelas dan pasti, baik mengenai hak dan kewajiban
masing-masing pihak maupun mengenai akibat hukumnya. Hal ini
penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Asas Itikad Baik, disimpulkan dalam pasal 1338KUH Perdata bahwa

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apapun

%6 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1333
2" Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338
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perbuatan yang kita lakukan tanamkan kejujuran dalam hati sanubari
seorang manusia .

e) Asas Kepribadian, esensi Perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang
membuatnya dan tidak berlaku untuk pihak ketiga, kecuali jika secara
tegas diperjanjikan lain atau ditentukan oleh undang-undang..

. Teori Hukum Persaingan Usaha

Teori ini berkaitan dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang
mengatur tentang persaingan di Pasar. Tujuan utama dari hukum
persaingan usaha adalah untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien,
mencegah praktik monopoli, serta melindungi konsumen. Dalam teori ini
juga menekankan bahwa pelaku usaha agar bersaing secara sehat dengan
menawarkan harga yang lebih kompetetif ataupun dengan menyediakan
produk yang berkualitas. Persaingan usaha selalu berkaitan dalam ekonomi
dimana dalam persaingan usaha ini pelaku usaha baik penjual ataupun
perusahaan, berhak. melakukan: segala -caranya ;bertujuan memperoleh
konsumen serta mencapai tujuan’usaha latau perusahan yang didirikan.?®

Adapun beberapa regulasi yang mengatur hukum persaingan usaha yaitu

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 menjadi regulasi adanya Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa dikenal

dengan UU Antimonopoli; keputusan presiden nomor 75 tahun 1999

tentang KPPU; keputusan ketua KPPU Nomor 05/KPPU/IX/2000 tentang

tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran

28 Budi Kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha. (Laras, Sidoarjo, 2010), 57.
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terhadap uu nomor 5 tahun 1999; peraturan mahkamah agung Rl Nomor
01 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum
keberatan terhadap putusan KPPU.

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk prevention of abuse of
economic power bahwa terdapat jaminan agar pelaku usaha tidak
merugikan pelaku usaha lain, mendorong persaingan yang sehat,mencegah
praktek anti persaingan dan melindungi konsumen dari monopoli dan
kartel yang dapat merugikan mereka yang nantinya berkaitan dengan
perlindungan konsumen. Arie Siswanto menyebutkan yang dimaksud
dengan competition law ialah instrument hukum yang menentukan cara
atau prosedur praktik persaingan usaha yang dapat dilakukan.®® Ruang
lingkup persaingan usaha ialah aspek-aspek yang dilakukan pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya dan tidak merugikan pihak lain baik pelaku
usaha lain ataupun konsumen:.

3. Teori Kartel

Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam bukunya yang berjudul
Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), kartel
diartikan sebagai Kerjasama antara produsen-produsen dari produk tertentu
yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga, serta

untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.®

%% Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), .3
% Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di
Indonesia), Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010, 117
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Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kartel merupakan bentuk
kolusi horizontal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada pada
tingkat pasar yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi
tingkat persaingan, mengendalikan variabel-variabel pasar (seperti harga
dan volume pasokan), dan pada akhirnya menguasai pasar atau
menciptakan kondisi monopoli secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, praktik kartel dianggap sebagai perilaku yang
merugikan konsumen karena dapat menyebabkan harga yang tidak wajar,
kelangkaan barang, dan penurunan efisiensi pasar. Oleh karena itu, kartel
dilarang secara tegas dalam berbagai sistem hukum persaingan, termasuk
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Indonesia. Teori ini merujuk
pada analisis tentang bagaimana kelompok perusahaan berkolusi untuk
mengatur pasar dengan cara yang merugikan persaingan. Kartel adalah
suatu bentuk perjanjian antara dua atau lebih perusahaan dalam industri
yang sama untuk: mengkaordinasikan, tindakan mereka; biasanya dengan
tujuan untuk meningkatkan /'keuntungan mereka secara bersama-sama
dengan mengurangi persaingan.

Jenis kartel yang biasa digunakan ialah penetapan harga, pembagian
wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output.®! Kartel
merujuk pada perusahaan yang bergabung untuk mengatur produksi, harga

penjualan bahkan melakukan monopoli dengantujuan untuk mengahmbat

1 Anna Maria Tri Anggraini, “Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan
Hukum Persaingan Usaha, ” (Jurnal Hukum Prioris 3, no. 3 2013), 1-25
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persaingan di berbagai sektor industri.** Bentuk Kartel yang dapat

membatasi persaingan melalui perjanjian, yakni;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kartel Harga Pokok, dimana Pelaku usaha akan menetapkan aturan
mereka untuk menghitung harga pokok dan besar perolehan
keuntungan.

Kartel Harga, dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk
penjualan barang yang mereka produksi. Jadi dalam hal ini pelaku
usaha ini tidakdiperkenankan menjual barang-barangnya dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan, diperbolehkan
jika menjual diatas penetapan harga.

Kartel Kontigentering, dalam kartel ini biasanya melakukan manipulasi
terhadap jumlah Kketersediaan barang melalui teknik menahan
ketersediaannya agar tetap berada dalam kendali pihak tertentu.

Kartel Kuota, yaitu pembagian volume pasar di antara perusahaan
pesaing; biasanya dengan tujuan menaikkan harga:

Kartel Standart atau Kartel Tipe, membuat perjanjian antara pengusaha
terkait strandart, tipe, jenis atau ukuran tertentu.

Kartel Kondisi, perjanjian ini tentang standardisasi ketentuan perjanjian
yang dibuat oleh pelaku usaha. Tujuannya untuk menghambat
penjualan.

Kartel Syarat, didalam kartel ini terdapat syarat-syarat penjualan,

tujuannya agar keseragaman diantara paraanggota kartel sendiri.

%2 Asril Sitompal,Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; tinjauan

terhadap undang-undang nomor5 tahun 1999 (bandung; Citra Aditya Bakti,1999), 67
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8) Kartel Laba atau Pool, Jenis kartel ini biasanya mengalokasikan laba
kotor haru mereka ke kas umum kartel, dan kemudian laba bersih kartel
akan didistribusikan dengan cara yang spesifik.

9) Kartel Rayon, sering disebut sebagai kartel wilayah pemasaran,
penetapan wilayah kemudian diikuti dengan penetapan harga.®

4. Teori Pembuktian

“Pembuktian” berasal dari bahasa belanda yang digunakan dalam
makna ganda, pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan untuk
diberikan suatu kepastian, namun juga dapat berarti sebagai akibat dari
suatu kepastian.* Menurut Eddy O.S Hiareej* berpendapat dengan
mengutip pendapat dari lan Denis bahwa Proff dapat diartikan sebagai
pembuktian yang mengarah kepada suatu proses tertentu dan Evidence
dapat diartikan sebagai bukti pemberian informasi dalam penyidikan yang
sah tentang fakta.

Jadi dalam -hal; ini; pembuktian ialah membuktikan- suatu perbuatan.

Membuktikan sendiri ialah menunjukkan buki nyata, memperlihatkan

sesuatu kebenaran, dan berusaha meyakinkan.

Istilah Pembuktian menurut para ahli salah satunya menurut

R.Subekti®*® berpendapat bahwa Membuktikan berarti meyakinkan hakim

tentang kebenaran bukti sengketa. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo,

%3 Riris Munadiya, Bukti Tidak Langsung dalam penangananan kasus persaingan usaha,
PERSAINGAN USAHA (20:1), 157

% A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, (Jilid I, tanpa
penerbit; 1976), 22

%% Eddy OS.Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Penerbit Erlangga, Jakarta; 2012), 2

% Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta; Pradnya Paramitha; 2001), 1
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%" menegaskan membuktikan berarti memberikan landasan yang memadai
kepada hakim yang menangani perkara tersebut, guna memastikan
kebenaran dari peristiwa yang dipersengketakan. Menururut Munir Fuady
bahwa sistem pembuktian dalam hukumacara pidana hampir menyeluruh di
negara manapun bahwa pembuktian ini ada pada pundak pihak jaksa
penuntut umum.*®
Dalam sistem pembuktian ini memiliki tujuan menurut pendapat
dari Djoko Sarwoko bahwa tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata
cara meletakkan hasil pembuktian ini dihadapan persidangan; untuk
membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu mengetahui bagaimana
kekuatakn serta hasil dari pembuktian tersebut hasil dan kekuatan
pembuktian karena dianggap cukup proposional; dan pentingnya bukti yang
lengkap beserta alat bukti agar memperoleh meyakinkan hakim.*
Sitem Pembuktian tercantum dalam Hukum Acara Pidana, dimana
diantaranya;
1) Teori Pembuktian Obyektif Murni
Dalam teori ini, hakim sangat bergantung pada alat bukti yang
ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa pelanggaran yang
didakwakan harus didasarkan pada hal-hal yang telah disimpulkan dari

sejumlah alat bukti yang semata-mata diatur oleh undang-undang.

%" Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta;Liberty), 35

% Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata), (PenerbitPT Citra
Aditya Bakti Bandung; 2006), 48

° Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara
Pidana, (Penerbit Bina Aksara; 1987), hal. 2.
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Menurut D. Simons, sistem pembuktian ini didasarkan pada
undang-undang positif (positif wettalijke), yang bertujuan untuk
menghilangkan semua pertimbangan subjektif yang dimiliki oleh hakim
dan mengikat mereka dengan ketat dengan peraturan pembuktian yang
ketat.”> Lain halnya dengan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro®
menyatakan bahwa sistem yang Postief Wettlinjke ini sama sekali tidak
meyakinkan hakim sebetulnya dan menentang prinsip yang mengatakan
bahwa dalam tindak pidana suatu putusan hakim harus didasrkan
dengan kebenaran.

2) Teori Pembuktian Subyektif Murni

Dalam teori ini sangat kontra diksi dengan teori pembuktian
obyektif murni sebab teori tersebut berdasarkan pada keyakinan hakim
atau subjektifitas semata. Prinsip pembuktiannya berdasarkan penilaian
hakim berdasarkan keyakinan semata-mata, tidak berdasarkan undang-
undang; tetapi- memberikan kebebasan absolut kepada hakim.

Dalam pendekatan - ini, | keyakinan ' hakim sangat subjektif, atau
perseorangan, selama proses penentuan apakah benar-benar bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

“0° Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Penerbit Chalia
Indonesia, Jakarta; 1984) 229
Wirjono Prodjodikoro , Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Penerbit Sumur,
Bandung; 1974), 92
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3) Teori Pembuktian yang bebas
Martiman Prodjohamidjojo* mengatakan bahwa dalam teori ini
tidak berpatokan pada penetapan bukti oleh undang-undang melainkan
hanya berdasarkan pada pertimbangan akal pikiran.
4) Teori Pembuktian yang negative menurut undang-undang
Terdapat dua syarat dalam teori pembuktian negative, yakni ;

a) Wettelijke, karena adanya alat-alat bukti yang sah serta telah
menjadi ketetapan undang-undang.

b) Negatief, terdapat alat-alat bukti yang sah serta penetapan undang-
undang, namun hakim belum cukup menganggap bahwa terdakwa
terbukti bersalah, tetapi butuh adanya keyakinan pada hakim.*
Sitem pembuktian ini memiliki kesamaan dengan sistem

pembuktian bebas, dalam teori ini bahwa hakim harus memiliki unsur
keyakinan untuk menghukum terdakwa bahwa telah terbukti bersalah dan
menyebutkan alasan; dasarnya:  Tidak hanya; - kesamaan melainkan
perbedaannya juga ada dari keduanya yaitu dalam hal meyakinkan
hakim,jika dalam teori ini menghendaki keyakinan hakim dengan
didasarkann undang-undang maka pembuktian bebas tidak didasarkan
undang-undang melainkan dari kesimpulan yang logis.
Alat Bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yakni;
a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

*2 Martiman Prodjohamidjojo , Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, (Penerbit Chalia
Indonesia; 1983), 17
** Ibid, 14
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c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa

Menurut.Eddy O.S.Hieriej** Hukum acara pidana Belanda
memiliki kemiripan dalam hal alat bukti; namun, yang di Indonesia adalah
petunjuk, sedangkan yang di Belanda adalah pengamatan atau

pengetahuan hakim.

* Eddy OS.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian ,Pengantar Perbandingan Sistem
Hukum,(Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta; 2012 )248,



BAB 111
METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian bidang hukum penting adanya metode penelitian guna
menjelaskan lebih rinci prosedur penelitian dari awal hingga akhir yang dilakukan
oleh peneliti.*> Metode penelitian yang digunakan yakni;
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif,
dimana pendekatan ini berpusat pada analisis standar hukum yang ditemukan
dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin
hukum. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang
dilakukan hanya dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka.*®
Penelitian ini tidak berfokus pada fakta empiris tidak mempertimbangkan
aspek praktik di lapangan, melainkan menggunakann bahan-bahan
kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.
B. Sumber Bahan Hukum
Adapun Sumber hukumyang digunakan oleh peneliti ialah
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ini ialah sumber dasar dari hukum yang berlaku
dimana dalam hukum primer ini berisi peraturan yang secara langsung
mengandung norma hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan

hukum yang digunakan yakni;

“® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah,( UIN Khas Jember: 2021), 53
* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

36
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1) Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan
persaigan usaha tidak sehat
2) Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-1/2022 tentang dugaan pelanggaran
pasal 5 dan pasal 19 huruf ¢ UU Nomor 5 tahun 1999
2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber hukum sekunder vyaitu dokumen yang menjelaskan,
menginterpretasikan, atau memberikan komentar tentang sumber hukum
primer.* Sumber ini tidk memiliki kekuatan mengikat tetapi dapat
membantu dalam memahami dan menganalisis norma hukum. Penelitian
ini menggunakan bahan-bahan yakni; artikel , buku, jurnal, hasil
penelitian, tesis, dan pendapat para ahli baik yang berasal dari media cetak
maupun media elektronik.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah referensi dasar serta petunjuk untuk bahan
hukum primer dan sekunder. - Termasuk: dalam bahan hukum tersebut ialah
Ensiklopedia hukum; kamus hukum, dan'indeks dokumen hukum.
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum adalah langkah penting dalam
penelitian hukum yang berfungsi untuk mendapatkan sumber-sumber hukum
yang relevan untuk menganalisis isu hukum yang dihadapi.
Pengumpulan bahan untuk penelitian normatif ini dilakukan melalui

studi kepustakaan (library research), yang merupakan jenis penelitian yang

" Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja grafindo Persada,
2001), 29



D.

38

mempelajari banyak literatur yang berkaitan dengan masalah hukum yang
diteliti. Selain itu, dokumen dipelajari melalui pemeriksaan peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti..
Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif memainkan
peran penting untuk memahami dan mengevaluasi aturan hukum yang
berlaku. Analisis Bahan Hukum dalam penelitian Normatif diantaranya;
Menyediakan interpretasi yang jelas terhadap peraturan hukum.; Menjelaskan
bagaimana hukum diterapkan pada situasi faktual.; Memberikan rekomendasi
hukum untuk perbaikan kebijakan atau undang-undang.; dan Menyusun
argumen yang dapat digunakan dalam litigasi atau advokasi.

Analisis Bahan Hukum pada penelitian normatif ialah mendeskripsika
fakta yang ada dari segi perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Memahami konsep
hukum berarti melakukan norma hukum berdasarkan fakta hukum dan

menghindari perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan.48

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press Mataram NTB: Juni

2020 Cet 1), 70



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Analisa Hukum terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas
Persaingan Usaha pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022
1. Kasus Posisi

Sebagaimana telah dijelaskan didalam putusan KPPU bahwa
terdapat 27 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran pasal 5 dan
pasal 19 huruf ¢ dan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan
alat bukti dalam putusan ini diduga melakukan penimbunan dan
pematokan harga penjualan minyak goreng dan melibatkan beberapa
perusahaan besar. Pelanggaran tersebut pada bulan Oktober sampai
Desember 2021 dan bulan Maret sampai Mei 2022. Harga minyak goreng
di pasar tradisional naik sebesar 54 persen (lima puluh empat persen),
sementara, di pasar modern-naik: sebesar 60 persen (enam puluh persen).
KPPU segera melakukan 'penelitian hingga penyelidikan dan
ditemukannya bukti bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan pelaku

usaha. *°
Dalam kasus ini, kelangkaan minyak goreng terjadi pada Oktober
tahun 2021 hingga pertengahan 2022 bersamaan dengan hal tersebut
kenaikan harga minyak goreng kemasan sangat drastis mencapai harga

Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- per liter yang pada dasarnya sesuai harga

* Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 19

39
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normalnya sekitar Rp. 13.000,- s/d Rp. 15.000,- per liter saja. Hal ini tentu
saja berdampak bagi masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat dengan
tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ketersediaan minyak goreng sangat
dibutuhkan mayoritas masyarakat, sebab minyak goreng merupakan salah
satu bahan dasar untuk pengolahan bahan makanan mentah agar dapat
dikonsumsi oleh keluarga ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari
seperti berjualan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelangkaan
minyak goreng ini ialah akibat terjadinya kenaikan harga Crude Palm Qil
(CPO) biasa disebut dengan minyak mentah dunia, faktanya CPO
melunjak mencapai sekitar USD 1340 yang normalnya pada US 1100.
Telah terjadinya beberapa kasus diatas dana beberapa alat bukti
KPPU Menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan pelaku usaha tidak
lepas dari praktek kartel dalam kelangkaan dan kenaikan minyak goreng
kemasan ini. Praktik pengaturan jumlah produksi oleh pelaku usaha dapat
berpengaruh pada;harga penjualan: produk.di- pasaran.Tujuan utama dari
dilakukannya kartel oleh pelaku’ usaha ialah ingin menguasai pasar dan
mendapatkan keuntungan besar dengan cara mengurangi persaingan antar
pelaku usaha lain.*® Sehingga dalam hal ini konsumen merasa dirugikan
karena membeli dengan harga diatas normal dan tidak hanya konsumen
pelaku usaha lain merasa tidak diberikan kesempatan untuk masuk,
sejatinya dalam dunia pasar persaingan antar pelaku usaha dapat

mendorong pelaku usaha untuk memberikan suatu hal yang menarik

*% Rosana Kesuma Hidayah, Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara
Kartel, Buku Kedua. (Jakarta: Kencana, 2021), 8.
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dalam menghasilkan produk yang bervariatif antara kesesuaian harga

dengan kualitas produk yang dijual sehingga pelanggan tertarik dan

menikmatinya.>

Proses sidang pemeriksaan perkara dilakukan dan melibatkan 27

perusahaan besar sebagai terlapor dan diduga melakukan pelanggaran

pasal 5 dan pasal 19 huruf ¢ Undang-undang nomor 5 tahun 1999

diantaranya:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Terlapor |
Terlapor 1l
Terlapor Il
Terlapor IV
Terlapor V
Terlapor VI
Terlapor VII
Terlapor VIl
Terlapor IX
Terlapor X
Terlapor XI
Terlapor XII
Terlapor XIlII
Terlapor X1V

Terlapor XV

:PT.

1 PT.

:PT.

:PT.

: PT.

1 PT.

1 PT.

: PT.

:PT.

:PT.

:PT.

:PT.

:PT.

:PT.

Asiangro Agungjaya
Batara Elok Semesta Terpadu
Berlian Ekasakti Tangguh
Bina Karya Prima

Incasi Raya

Selago Makmur Pantation
Agro Makmur Raya
Indokarya Internusa
Intibenua Perkasatama
Megasurya Mas

Mikie Oleo Nabati Industri
Musim Mas

Sukajadi Sawit Mekar

Pacific Medan Industri

. PT. Permata Hijau Palm Oleo

1 Andi Fahmi Lubis, ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, Helena Wirastri
Wulandari , Hukum Persaingan Usaha, ed. , Edisi Kedua. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), 2017), 24.
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16. Terlapor XVVI  : PT. Permata Hijau Sawit
17. Terlapor XVII  : PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial
18. Terlapor XVIII :PT. Salim Ivomas Pratama, Thk
19. Terlapor XIX :PT. Sinar Mas Agro Resource and Technology
20. Terlapor XX : PT. Budi Nabati Perkasa
21. Terlapor XXI  : PT. Tunas Baru Lampung, Tbk
22. Terlapor XXII : PT. Multi Nabati Sulawesi
23. Terlapor XXIII : PT. Multimas Nabati Asahan
24. Terlapor XXIV : PT. Sinar Alami Permai
25. Terlapor XXV : PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Thk
26. Terlapor XXVI1 : PT. Wilmar Nabati Indonesia
27. Terlapor XXVII : PT. Karyaindah Alam Sejahtera
Dalam perkara a qou diketahui bahwa berdasarkan alat bukti
diketahui beberapa produsen atau pelaku usaha yang terlibat memeiliki
hubungan, kepemilikan saham atau terafiliasi antar pelaku usaha dengan
tujuan perluasan dan penjangkauan pemasaran produk minyak goreng di
Indonesia.>® Beberapa afiliasi diantara para pelaku usaha dalam perkara

a quo sebagai berikut:

>? Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 25-26
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Tabel 4.1
Tabel kelompok usaha
No. Kelompok Usaha Perusahaan
1. 1. PT. Musim Mas
2. PT. Intibenua Perkasatama
3. PT. Megasurya Mas
Musim Mas 4. PT. Agro Makmur Raya
5. PT. Mikie Oleo Nabati Industri
6. PT. Indo Karya Internusa
7. PT. Sukajadi Sawit Mekar
2. 1. PT. Multimas Nabati Asahan
2. PT. Multi Nabati Sulawesi
3. PT. Sinar Alam Permai
Wilmar 4. PT. Wilmar Nabati Indonesia
5. PT. Wilmar Cahaya Indonesia,
Thk
3. Permata Hijau 1. PT. Permata Hijau Sawit
2. PT. Permata Hijau Palm Oleo
4. Sungai Budi 1. PT. Tunas Baru Lampung, Thk
2. PT. Budi Nabati Perkasa
5. BEST 1. PT. Berlian Ekasakti Tangguh
2. PT. Batara Elok Semesta
6. Incasi 1. PT. Incasi Raya
2. PT. Selago Makmur Plantation
7. Sinar Mas PT. Smart, Tbk
8. Salim PT. Salim Ivomas Pratama, Thk
9. Apical PT. Asianagro Aguungjaya
10. KIAS/Wings PT. Karyaindah Alam Sejahtera
11. BKP PT. Bina Karya Prima
12. Priscolin PT. 'Primus Sanus Cooking Oil
Industrial
13. Pacific Palmindo PT. Pacific Medan Industri

Ditemukannya kelangkaan minyak goreng kemasan® setelah

melakukan survey di 20 (dua puluh) daerah di Indonesia diantaranya :

a. Bulan November 2021 sampai Desember 2021, fenomena kelangkaan

minyak goreng tercatat telah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan

> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 44
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b. Memasuki Januari 2022, kelangkaan minyak goreng kemasan meluas
ke sebelas provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Bali, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera
Selatan, dan Sumatera Utara. Situasi ini mencerminkan permasalahan
dalam distribusi dan pengelolaan pasokan minyak goreng di berbagai
wilayah.

c. Pada Februari 2022, kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi di
dua belas provinsi, dengan penambahan Provinsi Bangka Belitung ke
dalam daftar sebelumnya. Beberapa daerah yang tercatat mengalami
kelangkaan minyak goreng, dengan harga di beberapa provinsi
melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai contoh, di Kalimantan Timur, harga minyak goreng kemasan
bermerek 1 di pasar tradisional mencapai Rp20.450 per kilogram,
sementara di;Aceh mencapai Rp20.250 per kilogram.

d. Bulan Maret 2022, dialami 15 (lima belas) Provinsi (Aceh, Bali,
Bengkulu, D.l.Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, NTB, Riau, dan Sumatera
Selatan)

e. Bulan April 2022, dialami di 9 (Sembilan) Provinsi (Bengkulu,
D.l.Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,

Kepulauan Riau, NTB, Riau, dan Sumatera Utara)
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Bulan Mei 2022, terjadi di 2 (dua) Provinsi yaitu Bengkulu dan

Kalimantan Utara. >*

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Januari sampai Ma

ret

2022 adanya fakta kelangkaan ketersediaan minyak goreng kemasan dari

beberapa merek® diantaranya:

a.

Merek Bimoli yang diproduksi PT. Salim Ivomas Pratama,

ketersediaannya sulit ditemukan

Merek Filma, Kunci Mas, dan Masku oleh PT. Smart Thk.
Merek Sania dan Fourtune oleh PT. Wilmar Nabati

Merek Sunco, Amago, Alibaba oleh PT. Megasurya Mas
Merek Tropical, Hemart, Fraiswell, Fitri oleh PT. Bina Karya Prima
Merek M&M oleh PT. Musim Mas

Merek Tawon oleh PT. Budi Nabati Perkasa

Merek Camar dan Harumas oleh PT. Asianagro Agungjaya
Merek:Rose Brand oleh-PT. Tunas Baru Lampung

Merek AMR oleh PT. Agro Makmur 'Raya

Merek Familie dan Family oleh PT. Batara Elok Semesta

Merek Sabrina dan Sedaap oleh Wings

Menurut keterangan dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

banyak pengaduan dari konsumen sejak bulan Desember 2021 tentang

kelangkaan dan Karena Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng naik,

mungkin di atas batas normal nasional dan tidak sebanding dengan

>* Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 45
>> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 46
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kenaikan yang diantisipasi sebelum hari raya. Dengan membawa aspirasi

enam ribu pelanggan YLKI, KPPU diminta untuk membatalkan dugaan

penetepan harga atau membatasi peredaran barang dan jasa.

Mayoritas provinsi di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) provinsi

tercatat mengalami kelangkaan. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan

dari hasil pemantauan yang dilakukan tim terdapat 4 (empat) kategori

yaitu;

1) Daerah di mana minyak goreng tersedia dengan harga yang sesuai
dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)

2) Daerah tersedia minyak goreng namun tidak sesuai HET

3) Daerah dengan belum tersedia minyak goreng dan HET di gerai ritel
modern

4) Daerah yang kekurangan minyak goreng dan harga tidak sesuai HET

Ditemukan,, fakta, dari hasil ,pemantauan; tim-—distribusi minyak

goreng™ yang dilakukan dibeberapa provinsi diantaranya;

a) Provinsi Aceh, ditemukan kekosongan di tataran ritel

b) Provinsi Sumatera Utara, sebelum pemberlakuan kebijakan satu harga
HET telah terjadi penurunan pasokan sebesar 7,5% (tujuh koma lima
persen)

¢) Provinsi Jambi, terjadi penjualan minyak goreng di atas HET dan

defisit 39% (tiga puluh sembilan persen)

>® Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 50
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d) Provinsi Kalimantan Barat, terjadi kekurangan pasokan minyak
goreng

e) Provinsi Sumatera Barat, terjadi keterlambatan pengiriman stok

f) Sumatera Selatan, ditemukan praktek bundling dalam pembelian
minyak goreng

g) Lampung, terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar modern dan
tradisional

h) Banten, terjadi alokasi yang tidak sesuai dengan purchase order (PO)

i) Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, terjadi kekurangan/kelangkaan
minyak goreng

j) DIY, terjadi penyimpangan penjualan minyak goreng

k) Jawa Timur, sulit untuk mempercepat proses penerimaan minyak
goreng, melakukan system bundling, penjualan diatas HET

I) Bali dan NTB, terjadi kekosongan minyak goreng dan penjualan
diatas HET

m) Kalimantan Timur, ditemukan kekurangan pasokan minyak goreng

n) Kalimantan Barat, terjadi kekosongan minyak goreng.”’

Menurut analisis ekonomi, harga CPO naik dari Januari 2021
sebesar 9.739,65 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah
enam puluh lima sen) hingga puncaknya pada Maret 2022 sebesar
16.472,10 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen).

Kenaikan harga CPO selalu diikuti dengan kenaikan harga jual rata-rata

>’ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 55
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oleh Terlapor. Namun, saat harga CPO turun, Terlapor tidak menurunkan
harga jual rata-rata, bahkan cenderung menaikkannya. Pada September
hingga Oktober 2021, kenaikan harga CPO membuat selisih harga minyak
goreng kemasan dan CPO mengecil. Namun, mulai November hingga
Desember 2021, selisih ini melebar karena harga minyak goreng kemasan
naik meskipun harga CPO menurun.
Dari kasus posisi diatas KPPU menduga bahwa 27 (dua puluh tujuh)
terlapor telah melanggar pasal 5 dan pasal 19 huruf ¢ Undang-undang
nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak
sehat.
Pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapka harga atas suatu barang atau jasa yang
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan
yang sama
(2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku jika;
a. Suatu perjanjian dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
b. Suatu perjanjian didasarkan undang-undang berlaku®®
Artinya,
1. Setiap pelaku wusaha dilarang untuk melakukan perjanjian,
kesepakatan, atau tindakan sejenis lainnya dengan pelaku usaha yang

dianggap sebagai pesaing dalam pasar yang sama, yang bertujuan

*® Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 60
> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1) dan (2)
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untuk menetapkan atau menentukan harga jual barang dan/atau jasa

yang akan dibebankan kepada konsumen, pelanggan, atau pihak lain

yang berkepentingan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya praktik kartel harga yang dapat merugikan persaingan
usaha yang sehat serta berpotensi merugikan konsumen melalui harga
yang tidak wajar.

2. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam keadaan tertentu, yaitu:

a. Apabila perjanjian penetapan harga dilakukan dalam rangka
pembentukan dan pengelolaan usaha patungan (joint venture),
yang mana perjanjian tersebut merupakan bagian integral dari
upaya kerja sama yang sah untuk mendukung investasi atau
kegiatan bisnis bersama yang bersifat strategis dan produktif; atau

b. Apabila perjanjian tersebut didasarkan atas ketentuan yang secara
tegas -diatur; dan-diperintahkan - oleh peraturan perundang-
undangan yang- berlaku,’sehingga memiliki dasar legalitas yang
sah dalam kerangka hukum positif nasional.

Pasal 19 huruf ¢ UU nomor 5 tahun 1999
Pelaku usaha dilarang melakukan beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tida k sehat berupa:
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c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada
pasar bersangkutan.®
Pelaku usaha, baik secara individu maupun secara kolektif bersama
pelaku usaha lainnya, dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang
secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak berupa
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Salah satu bentuk kegiatan yang dilarang tersebut adalah melakukan
pembatasan terhadap distribusi, peredaran, dan/atau penjualan barang
dan/atau jasa di dalam pasar yang bersangkutan. Pembatasan yang
dimaksud mencakup segala upaya yang disengaja untuk mengurangi,
menghambat, atau menutup akses pasar bagi barang dan/atau jasa tertentu,
baik melalui pengaturan pasokan, penundaan distribusi, penahanan barang,
pembatasan wilayah pemasaran, maupun pengendalian jumlah produk
yang dipasarkan.
Tindakan; semacam-ini ybertujuan atau berakibat menghilangkan
atau mengurangi kesempatan bagi pesaing untuk bersaing secara sehat di
pasar yang bersangkutan, sekaligus merugikan konsumen dengan
mengurangi pilihan, menaikkan harga secara tidak wajar, atau menurunkan
kualitas produk atau layanan. Kegiatan pembatasan peredaran atau
penjualan ini bertentangan dengan prinsip dasar persaingan usaha yang
sehat yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi semua

pelaku usaha untuk mengakses pasar dan bersaing secara wajar.

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Pasal 19 huruf ¢
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Berdasarkan bukti, para terlapor  membatasi distribusi dan
penjualan minyak goreng kemasan saat pemerintah menerapkan kebijakan
HET. Setelah HET dicabut tepatnya pada 16 Maret 2022, para terlapor
meningkatkan pasokan minyak goreng kemasan. Namun, peningkatan ini
terjadi setelah kebijakan HET dihentikan.

Berdasarkan  Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator
Penuntutan menyatakan bahwa Para Terlapor membatasi distribusi atau
mengurangi pasokan minyak goreng kemasan kepada peritel selama
penerapan kebijakan HET pada Januari hingga Februari 2022. Hal ini
menyebabkan kelangkaan dan kesulitan konsumen dalam memperoleh
minyak goreng kemasan. Pembatasan tersebut dibuktikan oleh Investigator
melalui perbandingan antara Delivery Order (DO) dan Purchase Order
(PO) atau service level di beberapa ritel modern, yang menunjukkan
penurunan rasio penjualan dibandingkan produksi dari September hingga
Maret: 2022, terutama sebelum dan setelah pencabutan kebijakan HET.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor
15/KPPU-1/2002

Pertimbangan Majelis Komisi dalam menyelesaikan perkara ini
melibatkan penilaian, analisis, kesimpulan, dan keputusan berdasarkan
alat bukti yang memadai terkait ada atau tidaknya pelanggaran pasal 5 dan
pasal 19 huruf ¢ Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang diduga

dilakukan oleh para terlapor dalam putusan nomor 15/KPPU-1/2022.
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Mengenai hal tersebut, Majelis Komisi menggunakan pertimbangan

berikut:

a. Pertimbangan Non Yuridis

1)

2)

Pertimbangan Filosofis

Dalam putusan ini, majelis komisi mempertimbangkan
berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Majelis
menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam distribusi
barang/jasa, sehingga mencegah praktek yang menguntungkan
pihak tertentu secara tidak adil. Menerapkan prinsip keadilan
dalam persaingan usaha telah tercantum dalam undang-undang
nomor 5 tahun 1999 melarang monopoli dan praktik persaingan
yang tidak sehat serta mempromosikan persaingan usaha yang
sehat dan adil di Indonesia.

Perlakuan pembatasan pasokan yang dilakukan oleh pelaku
usaha sangat bertentangan:dengan.prinsip, keadilan dengan asas
kedilan distributif’, yaitu pemerataan akses terhadap barang
kebutuhan pokok hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi
konsumen maupun pelaku usaha lain. Sebagai konsumen,
masyarakat berhak memperolen harga yang wajar dan
ketersediaan barang di pasar.

Pertimbangan Sosiologis
Majelis mempertimbangkan kebutuhan pokok masyarakat

yaitu minyak goreng vyang dimana produk tersebut
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dipermasalahkan dalam putusan ini.  Praktek usaha yang
melanggar hukum persaingan memiliki dampak langsung terhadap
masyarakat, terutama dalam hal kenaikan harga yang tidak wajar,
dan kelangkaan produk yang mengakibatkan beban ekonomi pada
masyarakat, ketidakseimbangan distribusi yang memengaruhi
daya beli masyarakat. Tindakan pelaku usaha dalam menahan
distribusi minyak goreng menyebabkan distribusi tidak merata,
sehingga masyarakat pun sulit mendapatkan barang dengan harga
normal.

Harga normal minyak goreng kemasan ialah sekitar Rp.
13.000,- s/d Rp. 15.000.- Per liter mengalami kenaikan mencapai
Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- Per liter. Harga dipasaran
meningkat tajam dan sangat membebani kondisi masyarakat
menengah kebawah sebab minyak goreng termasuk bahan
makanan penting yang dibutuhkan- mayoritas-orang baik untuk
kebuthan rumah tanggaataupun industru kecil dan menengah
(UMKM). &

3) Pertimbangan Ekonomi

Pasar minyak goreng di Indonesia memiliki struktur
oligopoli, di mana hanya beberapa pelaku usaha besar yang
mendominasi. Hal ini menyebabkan tingkat konsentrasi pasar

yang tinggi, sehingga perilaku anti-persaingan lebih mudah terjadi.

®' Alfatri Anom, Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak
Goreng No. 15/Kppu-1/2022 , UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 1, April 2023
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Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak
goreng pada periode pelanggaran sebagian besar disebabkan oleh
kenaikan harga bahan baku. Namun, ditemukan bahwa beberapa
perusahaan mengurangi produksi dan distribusi secara sengaja,
yang berkontribusi terhadap kelangkaan di pasar. Tindakan ini
menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan,
sehingga harga melonjak dan merugikan konsumen.
b. Pertimbangan Yuridis
Majelis mendasarkan pertimbangannya pada pasal 5 dan pasal 19
huruf ¢ undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 5 mengatur
tentang larangan penetapana harga yang merugikan persaingan,
sementara dalam pasal 19 huruf ¢ mengatur tentang larangan
pembatasan distribusi yang menghambat persaingan usaha yang sehat.
Majelsi komisi mempertimbangkan-aspek hukum-terkait kartel harga
(price fixing) dan - pembatasan- pasokan dan menyebabkan harga
menjadi naik (supply restriction).62 Untuk menemukan dugaan kartel
ini sangat sulit sehingga dinyatakan tidak terbukti karene tidak ada
bukti langsung yang menunjukkan adanya perjanjian antar pelaku
usaha untuk menetapkan harga minyak goreng. Majelis komisi
menggunakan bukti tidak langsung dalam pembuktiannya,

pembuktian dengan perjanjian atau kesepakatan tertulis (bukti

®2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 140
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langsung) sangat sulit dilakukan. Terlapor yang terbukti melanggar
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Amar Putusan

Dalam putusan ini Diduga ada 27 perusahaan besar yang
melanggar larangan monopoli dan persaingan tidak sehat menurut pasal 5
dan pasal 19 huruf ¢ Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yakni regulasi
mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha secara tidak
sehat. Namun berdasarkan bukti yang ditemukan hanya 7 perusahaan
yang dinyatakan sah melanggar pasal 19 huruf c diantaranya; PT.
Asianagro Agungjaya, PT. Batara Elok Semesta Terpadu, PT. Incasi
Raya, PT. Salim lvomas Pratama, PT. Budi Nabati Perkasa, PT. Multimas
Nabati Asahan, PT. Sinar Alami Permai.

Majelis Komisi memutuskan bahwa, berdasarkan fakta-fakta,
penilaian, analisis, dan kesimpulan yang disesuaikan dengan Pasal 43 ayat
(3) UU Namor 5 Tahun 1999; yakni:

1) Menetapkan bahwa Terlapor’l hingga Terlapor XXVII tidak terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

2) Memutuskan bahwa Terlapor 111, IV, VI, VII, VIII, IX,; X, XI, XIlI,
X1, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXV, XXVI, dan
XXVII tidak terbukti bersalah atas pelanggaran Pasal 19 huruf c

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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3) Menyatakan bahwa Terlapor I, II, V, XVIII, XX, XXIII, dan XXIV
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf ¢
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berikut merupakan putusan yang diperoleh melalui musyawarah
Majelis Komisi dalam persidangan terbuka untuk umum dilaksankana
pada hari Jum’at, 26 Mei 2023 oleh Majelis Komisi terdiri dari Dinni
Melanie, sebagai Ketua Majelis Komisi, Guntur Syahputra Saragih, dan
Ukay Karyad keduanya sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu
oleh Akhmad Muhari, Dewi Meryati, Lugman Nurdhiansyah, Fajar
Saputra, dan Nurul Fadhilah, sebagai Panitera.”

4. Sanksi

a. Sanksi Administratif
Sanksi Administratif yang dikenakan para terlapor sebagai berikut:

1. Menghukum Terlapor I PT. Asianagro Agungjaya dikenakan denda
sejumlah Rp. 1:000.000.000,00 (satu-miliar; rupiah)

2. Menjatuhkan' sanksi. denda kepada terlapor Il PT. Batara Elok
Semesta sebesar Rp. 15. 246.000.000,00 (lima belas miliar dua
ratus empat puluh enam juta rupiah).

3. Menghukum Terlapor V  PT. Incasi Raya dikenakan denda

sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

® Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 885
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. Menjatuhkan Terlapor XVII PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk
membayar denda sejumlah 40. 887.000.000,00 (empat puluh miliar
delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

. Menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor XX PT. Budi Nabati
Perkasa dikenakan denda sebesar Rp. 1.746.000.000,00 (satu miliar
tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).

. Menghukum Terlapor XXIII PT. Multimas Nabati Asahan
membayar denda sebesar Rp. 8.018.000.000,00 (delapan miliar
delapan belas juta rupiah)

. Menghukum Terlapor XXIV PT. Sinar Alam Permai dikenakan
denda sejumlah Rp. 3.365.000.000,00 (tigas miliar tiga ratus enam
puluh lima juta rupiah)

. Memerintahkan ketujuh terlapor untuk membayar denda selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari

. Memerintahkan para terlapor yang telah dinyatakan sah melakukan
pelanggar untuk membayar denda dan menyerahkan bukti

pembayaran kepada KPPU

10.Memerintahkan 7 (tujuh) terlapor untuk menyerahkan jaminan

bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah denda dalam
waktu 14 (empat belas hari), jika melakukan upaya hukum

keberatan



58

11.Memerintahkan ketujuh terlapor untuk membayar denda apabila
melakukan keterlambatan pembayaran, yakni sebesar 2% (dua
persen) per bulan.®*
5. Analisis Penulis

Dalam perkara ini, dugaan kartel muncul dari pola yang konsisten
antara pelaku usaha dalam mengurangi pasokan, sehingga minyak goreng
semakin langka dengan harga jual yang naik di pasaran. Namun, KPPU
tidak menerapkan Pasal 11 (larangan kartel), melainkan hanya Pasal 19
huruf c. Penulis menilai bahwa ada indikasi kuat koordinasi antar pelaku
usaha yang berpotensi memenuhi unsur Pasal 11. Ketidakhadiran pasal ini
dalam pertimbangan yuridis membuat penanganan kasus terkesan belum
maksimal. Dalam konteks kasus kartel, penggunaan indirect evidence
sangat relevan, mengingat praktik kartel hampir selalu dilakukan secara
tersembunyi. Namun, penulis juga mencermati bahwa kekuatan
pembuktian; tersebut ; belum ;sepenuhnya mampu- menunjukkan adanya
persekongkolan eksplisit antar pelaku usaha.

KPPU menggunakan pendekatan rule of reason, vyaitu
mempertimbangkan dampak tindakan terhadap pasar, bukan hanya
melihat apakah perjanjian itu ada atau tidak. Penulis menilai bahwa
pendekatan ini sudah tepat untuk menilai praktik kartel yang terselubung.
Namun, tetap diperlukan keberanian KPPU untuk menyatakan adanya

persekongkolan harga bila fakta dan perilaku pasar mendukungnya.

* Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 886
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Meskipun pelaku usaha terbukti melakukan pembatasan pasokan, tidak
semua terlapor dijatuhi sanksi. Hanya tujuh dari dua puluh tujuh yang
dijatuhi hukuman. Penulis mengkritik bahwa hal ini menunjukkan
lemahnya daya dorong hukum persaingan di Indonesia, yang pada
akhirnya tidak memberikan efek jera secara menyeluruh.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik kartel dalam
penjualan minyak goreng kemasan sebagaimana diatur dalam Putusan
KPPU No. 15/KPPU-1/2022 pada dasarnya merupakan perbuatan yang
dilarang. Hal ini karena kartel mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)
dan tadlis (penipuan tersembunyi), yang secara langsung merugikan
konsumen dengan menciptakan harga yang tidak wajar.

Selain itu, praktik kartel bertentangan dengan prinsip keadilan (al-
‘adl) dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah), karena pelaku
usaha secara kolektif menentukan harga yang tinggi demi keuntungan
bersama, ,tanpa mempertimbangkan - kepentingan; -masyarakat luas.®
Dalam Islam, segala bentuk’ kerja sama’yang merugikan pihak lain dan
mencederai transparansi harga termasuk perbuatan yang tidak
diperbolehkan.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang
ihtikar (penimbunan atau pengendalian pasar) sebagaimana disebutkan
dalam riwayat Muslim bahwa: "Barang siapa menimbun makanan, maka

ia berdosa.” Meskipun kartel tidak selalu berbentuk penimbunan fisik

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,( Jakarta: Gema
Insani, 2001), 52
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barang, pada hakikatnya praktik ini sama-sama mengganggu mekanisme
pasar yang seharusnya berjalan secara wajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang
Hukum Ekonomi Syariah, praktik kartel termasuk perbuatan haram,
karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan
perlindungan hak konsumen yang diajarkan dalam Islam.®®
Analisis Hukum

Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Majelis Komisi dalam
Putusan KPPU No. 15/KPPU-1/2022 menunjukkan bahwa Majelis Komisi
menggunakan pendekatan rule of reason dalam menilai apakah terjadi
praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, Majelis
menganalisis struktur pasar minyak goreng kemasan di Indonesia, yang
tergolong oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar yang tinggi. Kondisi
ini memudahkan terjadinya koordinasi atau kesepakatan antar pelaku
usaha.

Namun, dalam proses pembuktian, Majelis menemukan bahwa
bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan adanya penetapan harga
secara bersama-sama oleh para Terlapor sesuai dengan Pasal 5 UU No. 5
Tahun 1999. Oleh karena itu, unsur pelanggaran Pasal 5 dinyatakan tidak
terbukti. Sebaliknya, Majelis menemukan bahwa tujuh Terlapor telah
melakukan pembatasan peredaran atau penjualan barang secara sengaja,

terutama dengan menurunkan volume produksi dan/atau penjualan, untuk

223

® Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),
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mempengaruhi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
pemerintah. Perilaku ini dinilai melanggar Pasal 19 huruf ¢ UU No. 5
Tahun 1999.

Dari sudut analisis yuridis, terdapat beberapa poin penting:

- Pemilihan pasal yang digunakan oleh Majelis menunjukkan kehati-
hatian, karena penerapan Pasal 11 (Kartel) tidak digunakan,
meskipun terdapat indikasi bahwa pola pembatasan pasokan
dilakukan secara paralel.

- Majelis mengandalkan indirect evidence, berupa pola komunikasi,
data produksi dan distribusi, serta analisis perilaku pasar, mengingat
praktik kartel cenderung dilakukan secara terselubung dan sulit
dibuktikan dengan bukti langsung.

- Majelis juga mempertimbangkan aspek dampak sosial dan ekonomi,
yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang
memberatkan konsumen
Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis

menunjukkan bahwa putusan ini menggambarkan pendekatan progresif
dalam penegakan hukum persaingan usaha. Namun demikian, tidak
diterapkannya Pasal 11 dapat menjadi ruang diskusi lebih lanjut, apakah
secara substansi seharusnya pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai
kartel. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menjadi refleksi atas

tantangan pembuktian praktik kartel di Indonesia.
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B. Pendekatan Yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis
dugaan praktek kartel pada kasus penjualan minyak goreng kemasan
dalam Putusan nomor 15/KPPU-1/2022

Sebagai kebutuhan pokok minyak goreng memiliki pengaruh besar
terhadap daya beli masyarakat. Lonjakan harga maupun kelangkaan minyak
goreng dan pengurangan distribusi yang terjadi sangat berpotensi bagi
masyarakat menimbulkan kerugian, baik bagi konsumen maupun pelaku
usaha kecil yang sangat membutuhkan ketersedian bahan pokok tersebut
Tahapan pendekatan yuridis dalam analisis dugaan kartel

a. ldentifikasi unsur dugaan pelanggaran
Landasan hukum yang digunakan KPPU didalam putusan tersebut
yakni pasal 5 dan pasal 19 huruf c. Namun pendekatan yuridis
dilakukan untuk membuktikan dugaan kartel dalam pasal 11 meskipun
tidak ada aturan eksplisit tentang kartel dalam putusan tersebut.

Pemenuhan: unsurdalam: pasal: 5 uu nomor. 5. tahun 1999%" sebagai

berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo ialah
para terlapor mulai dari terlapor | hingga dengan terlapor XXVII
dimana masing-masing merupakan badan usaha yang berbentuk
badan hukum, didirikan, berkedudukan, serta menjalankan kegiatan

usahanya dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum NRI

® Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 847
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga unsur pelaku
usaha terpenuhi.
2) Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing adalah pengusaha lainnya yang
bertempat di pasar bersangkutan yang sama, hal ini menurut
Peraturan Komisi nomor 4 tahun 2011 tentang pedoman pasal 5
penetapan harga. Pasar bersangkutan yang dimaksud dalam
perakara a quo ialah proses menjual minyak goreng kemasan yang
berbahan dasar kelapa sawit kemudian mencakup seluruh wilayah
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para terlapor akan
melakukan kegiatan usahanya di dalam pasar yang sama dengan
memproduksi dan menjual minyak goreng kemasan berbahan baku
kelapa sawit tersebut. Dalam hal ini unsur pelaku usaha pesaing
terpenuhi.

3): Unsur Barang dan/atau ;Jasa jyang harus dibayar oleh konsumen

atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama

Barang dan /atau jasa yang dimaksud dalam pasal 1 angka
16 uu nomor 5 tahun 1999 ialah setiap benda berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat
diperdagangkan, dipakai , dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
konsumen atapun pelaku usaha.®® Sedangkan Jasa dalam pasal 1

angka 17 meneybutkan setiap layanan berbentuk pekerjaan yang

®8 Undang undang Republik Indonesia no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek usaha
persaingan usaha yang tidak sehat pasal 1 angka 16
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diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen
ataupun pelaku usaha.” Jadi produk dalam perkara a quo berupa
minyak goreng kemasan berbahan baku kelapa sawit yang dapat
diperdagangkan ataupun dimanfaatkan oleh konsumen maupun
pelaku usaha.

Konsumen dalam pasal 1 angka 15 ialah “setiap pemakaian
dan/atau pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri
sendiri maupun pihak lain” Minyak goreng adalah bagian penting
dari pembuatan makanan. Proses rantai penjuala yaitu, penjualan
minyak goreng umumnya melewati seorang distributor, yang
kemudian dibeli oleh masyarakat di toko ritel. Setiap kenaikan
harga dari produsen otomatis mempengaruhi harga di tingkat
distributor atau ritel, dan akhirnya meningkatkan harga yang harus
dibayar oleh konsumen.

Pasar -Bersangkutan yang, dimaksud. pasal 1 angka 10 uu
nomor 5 tahun 1999 ialah pasar yang berkaitan dengan daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang
sama, sejenis atau substitusi’® dalam perkara a quo menyebutkan
pasar bersangkutan ialah penjualan minyak goreng kemasan
berbahan baku kelapa sawit yang diperdagangkan diseluruh

wilayah Indonesia.

® Undang-undang Republik Indonesia Nomro 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 17

7® Undang-undang Republik Indonesia Nomro 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 10
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Dengan demikian unsur barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama
terpenuhi.

4) Unsur perjanjian untuk menetapkan harga

Perjanjian berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 uu
nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa suatu perbuatan satu
atauu lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap
pelaku usaha lain baik secara tertulis maupun tidak tertulis
penetapan harga dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun
tidak tertulis dan dapat berupa perjanjian harga langsung atau harga
tidak langsung.”* Berdasarkan bukti komunikasi yang ada,
pertemuan dalam lingkup asosiasi GIMNI tidak secara eksplisit
menunjukkan adanya agenda atau pembahasan mengenai
kesepakatan penetapan harga. Selain itu, bukti secara langsung
tidak,ditemukan, baik melalui, rapat.secara langsung maupun tidak
langsung, yang mengindikasikan adanya kesepakatan harga jual
minyak goreng kemasan selama periode dugaan pelanggaran.

Menetapkan Harga, dalam pasal 5 uu nomor 5 tahun 1999
menyebutkan Pelaku bisnis dan pesaingnya menetapkan harga atas
barang dan jasa yang harus dibayar oleh pelanggan di pasar
bersangkutan yang sama. Penetapan harga secara empiris

menghasilkan harga yang sangat tinggi, dan harga ini bukanlah

" Undang-undang Republik Indonesia Nomro 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 1 angka 7



66

harga pasar yang diperoleh melalui mekanisme persaingan. Majelis
komis menilai terdapat kenaikan harga baik minyak goreng
kemasan premium maupun sederhana dilakukan secara bersama
sama (parallel pricing). Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh
variable input kenaikan harga CPO. Sehingga unsur perjanjian
untuk mentapkan harga tidak terpenuhi.
Pemenuhan unsur pasal 19 huruf ¢ dalam UU nomor 5 tahun
19997% sebagai berikut:
1. Unsur Pelaku Usaha
Pelaku Usaha dalam perkara a quo ialah terlapor I hingga
XXVII masing-maisng berbadan hukum yang melakukan kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum NRI. Sehingga,
unsur pelaku usaha terpenuhi.
2. Unsur baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain
Ketentuan dalam pasal 19 huruf,c. UU nemor 5 tahun 1999
melarang melakukan 'kegiatan yang dilarang baik pelaku usaha
menyalahgunakan kekuatan pasar bersangkutan maupun pelaku
usaha yang berupaya menguasai pasar bersangkutan tersebut.
Upaya untuk menguasai pasar bersangkutan dapat dilakukan
pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain.
Majelis komisi menilai bahwa para terlapor secara sendiri-sendiri

melakukan pembatasan peredaran dan/atau penjualan minyak

72 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 855
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goreng kemasan. Dalam hal, ini unsur baik sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain terpenuhi.

Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi
peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar
bersangkutan

Barang dan/atau Jasa, produk dalam pasar bersangkutan
pada perkara a quo berupa minyak goreng kemasan yang berbahan
baku kelapa sawit, tergolong benda berwujud dan termasuk barang
bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, ataupun
dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha.

Pasar Bersangkutan, ialah penjualan minyak goreng
kemasan dengan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Tindakan
berupa pembatasan peredaran dan/atau penjualan merupakan salah
satu bentuk perilaku yang dinilai. Menurut Sukarmi pakar hukum
dari Universitas Brawijaya, pembatasan, peredaran merujuk pada
upaya pelaku usaha' dalam- mengatur distribusi atau wilayah
peredaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan
kelangkaan. Dalam perkara ini, Majelis Komisi melakukan
pengujian terhadap dugaan pembatasan peredaran dan/atau
penjualan olen 27 (dua puluh tujuh) Terlapor dengan
membandingkan rata-rata bulanan rasio volume produksi minyak

goreng kemasan baik jenis sederhana maupun premium terhadap
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pembelian CPO masing-masing Terlapor, baik selama periode
dugaan pelanggaran maupun sebelum periode tersebut.

Selain itu, Majelis juga menganalisis rasio volume
penjualan bulanan untuk kedua jenis kemasan tersebut pada dua
periode yang sama. Berdasarkan hasil analisis perbandingan
volume penjualan, majelis komisi menyimpulkan  terdapat
penurunan volume produksi diantara 27 perusahan yakni terdapat 7
(tujuh) terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor
XVII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV. Jadi
unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi
peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar
bersangkutan terpenuhi.

Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat.

Praktek Monopoli dalam, pasal 1,angka 2 UU nomor 5
tahun 1999 menyehutkan bahwa Pemusatan kekuatan ekonomi
oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang menyebabkan
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa
tertentu dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat
sehingga dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam pasal 1
angka 6 UU nomor 5 tahun 1999 ialah Persaingan antara pelaku

usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang
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dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak adil atau tidak
jujur, melanggar hukum, dan menghalangi persaingan usaha.
Beberapa provinsi di Indonesia tercatat mengalami fenomenan
kelangkaan atau kekurangan pasokan minyak goreng pada periode
dugaan pelanggaran dan menyebabkan terjadi deadweight loss baik
bagi produsen maupun konsumen. Majelis komisi menegaskan
telah terjadi pelanggaran pasal 19 huruf ¢ UU nomor 5 tahun 1999
berupa perilaku tidak jujur dan tidka adil serta menghambat
persaingan yang dilakukan para terlapor. Dalam hal ini Unsur
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.”
b. Pengumpulan alat bukti
Pengumpulan alat bukti merupakan proses penting dalam
putusan ini terutama dalam pendekatan yuridis yang dilakukan untuk
membuktikan adanya dugaan . praktek - kartel, ; -meskipun didalam
putusan tersebut tidak 'ada ‘aturan eksplisit yang mengatur tentang
adanya kartel. Dengan membuktikan jika terdapat kartel, perjanjian
antar pelaku usaha tidak harus berupa perjanjian tertulis, karena dalam
hal ini perjanjian tertulis sulit ditemukan karena pelaku sadar bahwa
perjanjian dalam bentuk seperti ini jelas dilarang. Perjanjian yang
dilakukan pelaku usaha ialah perjanjian tidak tertulis yang dimana

berbentuk lisan dan secara diam-diam (silent agreement). Pembuktian

862

7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 847-
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yang digunakan ialah melalui bukti tidak langsung (indirect evidence)
dengan adanya perjanjian tidak tertulis tentang kesepakatan harga
diantara para pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan/atau
bukti komunikasi.
1. Bukti Komunikasi
Beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam GIMNI
(Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) memiliki
ikatan. Diketahui bahwa sepanjang tahun 2021-2022 terjadi
beberapa pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi
pembahasan mengenai pengaturan harga dan produksi minyak
goreng kemasan. Anggota yang tergabung dalam asosiasi GIMNI
ialah Terlapor I, 11, V, VII, VI, IX; X, XI, XII, X, XIV, XV,
XVI, XXI, XXI, XXII, XXIV, XXV, dan Terlapor XXVII.
Beberapa terlapor lainnya tidak tergabung dalam anggota GIMNI
melainkan tergabung. dalam .asosiasi; AIMMI(Asosiasi Industri
Minyak Makan Indonesia) diantaranya Terlapor Il, Terlapor IV,
Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX. Adapun terlapor yang bukan
merupakan anggota asosiasi manapun yaitu Terlapor VI, Terlapor
XX, dan Terlapor XVII. Perbandingan dari ada dan tidak adanya

asosiasi sebagai berikut:
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Gambar 4.1

Perbandingan Kapasitas Terpasang

GIMNI
(X

KAPASITAS
TERPASANG

NON_ASOSIASI
15!

AIMMI ,
22%
2. Bukti Ekonomi
Dalam melaksanakan analisis bukti tidak langsung, majelis
komisi memanfaatkan bukti ekonomi yang meliputi analisis
deskriptif serta analisis statistik. Analisis deskriptif, dengan
mempertimbangkan harga CPO KPBN (PT. Kharisma Pemasaran
bersama Nusantara) sebagai salah satu pengujian variabel input.
Selain itu menurut peraturan KPPU nomor 4 tahun 2011 tentang
aturan pasal 5 menyatakan bahwa penetapan harga merupakan
konsekuensi dari penentuan jumlah produksi (ouput) . Perusahaan
menetapkan tingkat output tertentu guna memaksimalkan
keuntungan, di mana besarnya keuntungan dipengaruhi oleh biaya
produksi serta permintaan pasar.
Keuntungan maksimum tercapai ketika pendapatan

tambahan dari penjualan dari satu unit output sama dengan biaya
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tambahan untuk memproduksi satu unit output tersebut.
Perusahaan yang mampu menjalankan operasional secara lebih
efisien memiliki keunggulan kompetitif dalam bentuk biaya
produksi yang lebih rendah. Keunggulan ini memungkinkan
mereka menawarkan harga jual yang lebih terjangkau
dibandingkan pesaing. Kondisi tersebut mendorong dinamika
persaingan yang ketat di antara pelaku usaha, khususnya dalam
aspek efisiensi biaya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap
penurunan harga pasar secara keseluruhan, memberikan manfaat
bagi konsumen melalui harga yang lebih kompetitif. Penurunan
laba ini mendorong pelaku usaha untuk tidak saling bersaing dalam
harga. Oleh karena itu, demi mempertahankan atau meningkatkan
keuntungan bersama, bisnis menaikkan harga barang dan jasa jauh
di atas biaya produksi. Bisnis yang memegang peraturan perjanjian
tersebut akan;lebih menguntungkan daripada bisnis yang bersaing.
Analisis Statistik, uji statistik dilakukan guna membuktikan
apakah terdapat parallel pricing atau dilakukan secara bersama-
sama antar pelaku usaha tersebut selama periode dugaan
pelanggaran.
Adapun model analisis yang digunakan untuk melihat keberadaan
kartel sebagai berikut:
a. Model 1 digunakan untuk menganalisis apakah fluktuasi harga

jual minyak goreng kemasan yang dilakukan oleh para terlapor
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dipengaruhi oleh dua variabel utama: dugaan adanya praktik
kartel dan pergerakan harga Crude Palm Qil (CPO) yang dibeli
oleh para terlapor. Melalui pendekatan ekonometrika, model ini
bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dugaan kolusi
harga dan perubahan harga bahan baku utama (CPO)
memengaruhi dinamika harga jual produk di pasar.”

Gambar 4.2

Hasil analisis Model 1 minyak goreng kemasan premium

Hasil uji model 1 menyimpulkan bahwa terdapat variabel
terkait dugaan kartel yang sangat berpengaruh dalam harga jual
minyak goreng kemasan premium. Saat periode dugaan, kartel
sangat berpengaruh terhadap peningkatan harga jual minyak
goreng kemasan premium. Terlihat jelas, dalam analisis model

1 diatas menunjukkan bahwa kenaikan harga jual dipengaruhi

7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 630
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oleh perubahan harga CPO. Dari data harga pembelian CPO
bulanan menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dalam harga
beli CPO menyebabkan peningkatan harga jual minyak goreng
kemasan premium sebesar 0,71 persen. Model analisis tersebut
sangat jelas menunjukkan bahwa variable dugaan Kartel
memiliki dampat yang signifikan, sama halnya dengan
pengaruh harga beli CPO oleh para terlapor.

b. Model 2 menguji sejauh mana fluktuasi harga jual minyak
goreng kemasan oleh para terlapor dipengaruhi oleh dua faktor
utama: dugaan praktik kartel dan perubahan harga Crude Palm
Oil (CPO). Dalam pendekatan ini, digunakan konsep time lag
satu bulan, yang berarti bahwa perubahan harga CPO dan
indikasi praktik kartel pada bulan sebelumnya dianalisis untuk
melihat dampaknya terhadap harga jual pada bulan

berikutnya.; "

7> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 632
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Gambar 4.3
Gambar Hasil analisis Model 2 minyak goreng kemasan
sederhana

.| xtreg Earga Rartel CPQ 01 , re
| g 3 4

Rardon-effects GLS regression - 630
Group wariable: id - 19
R-3q: Obs per group:
within = 00,6235 nlsi- 15
between = 0.4370 avg ¥ 5.3
overall = 0,499 HaXy= i1
Wald cni2i2) -
corr{u_ i, X) = 0 (assumed) Probg chg? -
Harga Coef. sed. =xr. 4 P>z [95% Conf. Interwal]
Eartel 2017.084 241 _@0%z §.37 0.000 1544.721
Ceo 01 .622163% L03% 62 19.94 0.000 .56101686
cons 5272.06 4531772 11.39 0.000 4385.042
signa u 159973512
signs e 1677.901¢
rho ._4_7,323L5€ (fraction of variance due to u_ i)

Kesimpulan berdasarkan hasil uji model 2 sudah jelas
bahwa terdapat kenaikan harga yang diakibatkan oleh
perubahan charga<CPO. Data harga pembelian CPO dalam 1
bulan terdapat 1% kenaikan harga CPO menimbulkan kenaikan
sebesar 0,62% harga jual minyak goreng kemasan sederhana.
Terbukti jelas bahwa variabel dugaan kartel memiliki dampak
yang signifikan, sama halnya dengan pengaruh harga beli CPO.
Model 3 dilakukan untuk menguji apakah variabel dugaan
kartel dan harga lelang KPBN mempengaruhi harga jual

terlapor.
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Gambar 4.4
Hasil analisis model 3 minyak goreng kemasan sederhana

xtreg Harga Kartel kpbn , re

Random-e=ffects GLS regression Number of obs = 674
Group wvariable: id Number of groups = 13
R-sqg: Obs per group:
within = To78 min = 15
between = 0.5%916 avg = 35.5
overall = 0.5831 max = 4
Wald chi2{z) = 1574.76
corriu_i, X) = 0 {(assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Harga Coef. Std. Err. -4 Pxlz| [95% Conf. Interwval
Kartel 1365.019 208.7412 £.54 o 955.8938 TT4.144
kpkn .EBT3597 0250487 27.44 0.000 .6382651 73684543
_cons 4341.597 391.4645 11.09 o 3574.341 5108.854
sigma_u 1336.49686
sigma_e 1435.34z28
rho 46438439 (fraction of variance due to u_i)

Analisis model 3 menyimpulkan bahwa dugaan kartel
sangat mempemengaruhi harga jual minyak goreng kemasan
sederhana.  Terlihat jelas kenaikan harga para terlapor
diakibatkan oleh adanya perubahan harga CPO. Data yang
tercantum diatas menunjukkan harga lelang KPBN bulanan 1%
peningkatan harga lelang KPBN menyebabkan kenaikan pada
harga jual minyak goreng kemasan sederhana sebesar 0,68%.
Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dugaan kartel sangat

signifikan, sama dengan dampak variabel harga lelang KPBN.™

d. Model 4 digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel

dugaan kartel dan harga KPBN terhadap fluktuasi harga jual

’® Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 633
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para Terlapor dengan memasukkan faktor jeda wakru satu bulan

sebelumnya.’’
Gambar 4.5

Hasil analisis model 4 minyak goreng kemasan sederhana

. xtreq Harga Fartel kpbn , re

Random-effects GLS regression Number of cbs = 669
Group variable: id Number of groups = 19
R-aq: Cbs per group:
within = 0.7297 min = 13
between = 0.5472 avg = 35.2
overall = 0.6003 max = 40
Wald chiZ(2) = 1747.23
corriu i, X) = [ (assumed) Prob > chil = 0.0000
Harga Coef. Std. Err. z ez [85% Conf. Interval]
Rartel 1273.816  219.3068 5.81 0.000 843.9825 1703. 649
kpbn L1472886 0278439 26.84  0.000 . €927166 .801862¢
_cons 3941.459 424,7163 9.28 0.000 3109.03 4773.888
sigma u 1434.3031
sigma & 1434.6213
rho .5056229 (fraction of variance due to u i)

Hasil uji diatas menyimpulkan adanya dugaan kartel yang
signifikan mempengaruhi harga jual minyak goreng kemasan
sederhanab dan mengalami peningkatan pada saat periode
dugaan. Perubahan harga CPO menjadi penyebab kenaikan
harga tersebut.. Data harga pembelian lelang KPBN 1 bulan
ternilai 1% peningkatan harga lelang KPBN menyebabkan

kenaikan harga jual minyak goreng kemasan sederhana sebesar

”7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022, 638
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0,74%. Timbulnya dugaan kartel ini sangat signifikan sama
halnya dengan variable harga lelang KPBN.
Adapun perhitungan yang digunakan majelis untuk
membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan para terlapor.

a. Majelis Komisi menghitung rata-rata volume produksi dan/atau
penjualan minyak goreng, baik kemasan sederhana maupun
premium, dihitung sebagai dasar pembuktian terhadap unsur
Pasal 19 huruf ¢ mengenai pembatasan peredaran atau
penjualan dalam perkara a quo, dengan cakupan periode
dugaan pelanggaran Januari hingga Mei 2022 serta periode
pembanding Januari hingga Mei 2021..

b. Majelis komisi menghitung rasio output dan input minyak
goreng baik untuk jenis kemasan sederhana maupun premium.

c. Majelis juga mempertimbangkan variable output dan input.
Variable output —akan dihitung-dengan, volume produksi dan
volume penjualan; sedangkan variable input akan dihitung
berdasarkan volume pembelian bahan baku berupa CPO.
Secara teoritis, perubahan volume pembelian CPO seharusnya
berbanding lurus dengan perubahan volume produksi; artinya,
jika volume pembelian CPO meningkat, maka volume produksi
pun seharusnya turut meningkat. Perbandingan antara

keduanya akan menghasilkan nilai perubahan (delta).
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Apabila nilai delta rasio bernilai positif, hal tersebut
menunjukkan bahwa volume produksi mengalami kenaikan.
Membuktikan terlapor tidak melakukan pembatasan peredaran
penjualan. Jika menunjukkan hasil negative (-) maka terjadi
penurunan volume produksi dan membuktikan terlapor terbukti
melakukan pembatasan peredaran penjualan.

Majelis komisi juga menghitung presentase besaran delta
pembeli CPO dibandingkan dengan presentase besaran delta
produksi. Artinya jika persentase kenaikan pembelian CPO
lebih tinggi daripada presesntase produksi, maka terlapor
memproduksi minyak goreng lebih sedikit dibandingkan

pembelian CPOnya, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.2
Tabel bukti hasil nilai delta rasio dan presentase terlapor
Hasil nilai Hasil'presentase
Terlapor delta rasio pembelian CPO-volume Kesimpulan
output&Input produksi
1 Hasil -0,7%,. | CPO.menurun -2% | Diketahui bahwa
Penurunan Produksi~ turun - | Terlapor XX telah
volume 15% membatasi
produksi Penurunan penjualan dan
CPO<Produksi, pendistribusian
artinya minyak goreng
memproduksi kemasan kualitas
minyak goreng lebih | tinggi sepanjang
sedikit dibanding | pelanggaran  yang
jumlah CPO yang | diklaim.
dibeli
2 Hasil - | CPO menurun -5% | Terlapor Il terbukti
14,0%0, Produksi turun - | melakukan praktik
Penurunan | 70% membatasi upaya

volume Penurunan distribusi dan
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produksi CPO<Produksi, penjualan  minyak
memproduksi goreng kemasan
minyak goreng lebih | premium selama
rendah daripada | periode dugaan
pembelian CPO pelanggaran
Hasil positif | CPO menurun -69% | Terlapor 11l tidak
15,1%, Produksi turun -44% | terbukti telah
peningkatan | Penurunan mengenakan
volume CPO>Produksi, pembatasan pada
produksi memproduksi minyak | penjualan dan
goreng lebih tinggi | pendistribusian
dibanding pembelian | minyak goreng
CPO minyak goreng
kemasan premium
selama periode
dugaan pelanggaran
Hasil positif | CPO menurun -35% Tidak ada  bukti
38,9%, Produksi naik 4% | bahwa Terlapor IV
peningkatan | Penurunan embatasi  distribusi
volume CPO>Produksi, dan penjualan minyak
produksi memproduksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih tinggi | premium selama
dibanding pembelian | periode yang diduga
CPO sebagai waktu
pelanggaran.
Hasil negatif | CPO meningkat 103% | Ditetapkan bahwa
-87%, Produksi  naik 7% | Terlapor V terbukti
penurunan Peningkatan membatasi  distribusi
volume CPO>Produksi, danpenjualan minyak
produksi memproduksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih: rendah | premium selama
dibanding pembelian | terjadinya dugaan
CPO pelanggaran
Hasil positif | CPO meningkat 8% Terlapor VI tidak
3,8%, Produksi naik 40% | terbukti  membatasi
peningkatan | Peningkatan proses distribusi dan
volume CPO<Produksi, penjualan minyak
produksi memproduksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih tinggi | premium selama
dibanding pembelian | periode dugaan
CPO pelanggaran
Hasil positif | CPO menurun -48% Tidak ada  bukti
25,6%, Produksi naik 363% | bahwa Terlapor VII
peningkatan | Penurunan membatasi  distribusi
volume CPO<Produksi, dan penjualan minyak

produksi

memproduksi minyak

goreng kemasan
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goreng lebih tinggi | premium selama

dibanding pembelian | periode yang diduga

CPO sebagai waktu
pelanggaran.

8 Hasil positif | CPO menurun -62% Selama periode
7%, Produksi naik 10% dugaan pelanggaran,
peningkatan | Penurunan Tidak terbukti bahwa
volume CPO<Produksi, Termohon VII telah
produksi artinya memproduksi | mengenakan

minyak goreng lebih | pembatasan pada
tinggi dibanding | penjualan dan
jumlah  CPO vyang | pendistribusian
dibeli minyak goreng
kemasan premium.

9 Hasil positif | CPO menurun -16% Tidak terbukti bahwa
0,05%, Produksi turun -6% Termohon X telah
peningkatan | Penurunan mengenakan
volume CPO>Produksi, pembatasan terhadap
produksi artinya memproduksi | penjualan dan

minyak goreng lebih | pendistribusian
tinggi dibanding | minyak goreng
jumlah  CPO vyang | kemasan premium
dibeli selama terjadinya
dugaan pelanggaran

10 Hasil positif | CPO menurun -56% | Tidak ada  bukti
21,2%, Produksi naik '10% bahwa Terlapor X
peningkatan /| Penurunan membatasi distribusi
volume CPO<Produksi, dan“penjualan minyak
produksi produksi minyak | goreng kemasan

goreng lebih tinggi | premium selama

dibanding jumlah | periode yang diduga

CPO yang dibeli sebagai waktu
pelanggaran.

11 Hasil positif | CPO menurun -37% Terlapor X1 tidak
78%, Produksi naik 372% terbukti  melakukan
peningkatan | Penurunan pembatasan terhadap
volume CPO<Produksi, penjualan dan
produksi produksi minyak | pendistribusian

goreng lebih tinggi | minyak goreng
dibanding jumlah | kemasan.
CPO yang dibeli

12 Hasil positif | CPO menurun -18% Terlapor XII tidak

0,6%, Produksi turun -1% terbukti  membatasi
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peningkatan | Penurunan proses distribusi dan

volume CPO>Produksi, penjualan minyak

produksi produksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih tinggi | premium selama
dibanding jumlah | periode dugaan
CPO yang dibeli pelanggaran

13 Hasil positif | CPO menurun -2% Selama periode
0,2%, Produksi naik 9% dugaan pelanggaran,
peningkatan | Penurunan Terlapor XII tidak
volume CPO<Produksi, terbukti  membatasi
produksi produksi minyak | peredaran dan

goreng lebih tinggi | penjualan minyak
dibanding jumlah | goreng kemasan
CPO yang dibeli premium.

14 Hasil positif | CPO menurun -28% Tidak terbukti bahwa
104,8%, Produksi naik 317% Terlapor XIV telah
peningkatan | Penurunan mengenakan
volume CPO<Produksi, pembatasan terhadap
produksi produksi minyak | pendistribusian  dan

goreng lebih tinggi | penjualan minyak

dibanding jumlah | goreng kemasan

CPO yang dibeli premium selama
periode dugaan
pelanggaran

15 Hasil positif | CPO menurun -1% Terlapor XV tidak
0,2%, Produksi naik'30% terbukti  melakukan
peningkatan /| Penurunan pembatasan distribusi
volume CPO<Produksi, dan“penjualan minyak
produksi produksi minyak | goreng kemasan

goreng lebih tinggi
dibanding jumlah
CPO yang dibeli

16 Hasil positif | CPO menurun -29% Terlapor XVI tidak
7,5%, Produksi naik 12% terbukti  melakukan
peningkatan | Penurunan pembatasan distribusi
volume CPO<Produksi, dan penjualan minyak
produksi produksi minyak | goreng kemasan.

goreng lebih tinggi
dibanding jumlah
CPO yang dibeli

17 Hasil positif | CPO menurun -29% Tidak ada  bukti

22%, Produksi naik 94% bahwa Terlapor XVII
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peningkatan | Penurunan membatasi  distribusi
volume CPO<Produksi, dan penjualan minyak
produksi produksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih tinggi | premium selama
dibanding jumlah | periode yang diduga
CPO yang dibeli sebagai waktu

pelanggaran.

18 Hasil negatif | CPO menurun -54% | Terlapor XVl
-159%, Produksi turun - | terbukti melakukan
penurunan 68% pembatasan
volume Penurunan distribusi dan
produksi CPO<Produksi, penjualan  minyak

produksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih rendah | premium selama
dibanding  jumlah | periode dugaan
CPO yang dibeli pelanggaran

19 Hasil positif | CPO meningkat 1% Terlapor XIX tidak
0,01%, Produksi naik 2% ditemukan melakukan
peningkatan | Peningkatan tindakan pembatasan
volume CPO<Produksi, terhadap distribusi
produksi produksi minyak | maupun penjualan

goreng lebih tinggi | minyak goreng
dibanding jumlah | kemasan premium
CPO yang dibeli dalam kurun waktu

dugaan pelanggaran.

20 Hasil negatif | CPO menurun -29% | Selama masa
-9,5%, Produksi /'turun - 'dugaan
penurunan 50% Penurunan | pelanggaran,
volume CPO<Produksi, Terlapor XX
produksi memproduksi diketahui

minyak goreng lebih | melakukan

rendah  dibanding | pembatasan

pembelian CPO terhadap distribusi
dan penjualan
minyak goreng
kemasan premium.

21 Hasil positif | CPO menurun -12% Selama periode
2,5%, Produksi turun -2% | dugaan pelanggaran,
peningkatan | Penurunan Terlapor XXI tidak
volume CPO>Produksi, terbukti  membatasi
produksi memproduksi minyak | peredaran dan

goreng lebih tinggi | penjualan minyak
dibanding pembelian | goreng kemasan
CPO premium.

22 Hasil positif | CPO meningkat 3% Terlapor XXII tidak
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0,6%, Produksi  naik 5% | terbukti  melakukan

peningkatan | Peningkatan pembatasan distribusi

volume CPO<Produksi, dan penjualan minyak

produksi memproduksi minyak | goreng kemasan
goreng lebih tinggi | premium selama
dibanding pembelian | periode dugaan
CPO pelanggaran

23 Hasil negatif | CPO meningkat 4% | Telah ditetapkan
-5,1%, Produksi turun - | bahwa selama
penurunan 15%  Peningkatan | periode dugaan
volume CPO>Produksi, pelanggaran
produksi memproduksi Terlapor XX

minyak goreng lebih | terlibat dan terbukti

rendah  dibanding | dalam pembatasan

pembelian CPO distribusi dan
penjualan  minyak
goreng kemasan
premium.

24 Hasil negatif | CPO meningkat | Tidak ada bukti
-4.,4%, 20% bahwa Terlapor
penurunan Produksi turun - | XXIV  membatasi
volume 24%  Peningkatan | distribusi dan
produksi CPO>Produksi, penjualan  minyak

memproduksi goreng kemasan
minyak goreng lebih | premium selama
rendah  dibanding | periode yang diduga
pembelian CPO sebagai waktu
pelanggaran.

25 Hasil 1 positif/| CPO menurun -21% Selama periode
6,4%, Produksi naik 123% | dugaan pelanggaran,
peningkatan - | Penurunan Terlapor XXV tidak
volume CPO<Produksi, terbukti  membatasi
produksi memproduksi minyak | peredaran dan

goreng lebih tinggi | penjualan minyak
dibanding pembelian | goreng kemasan
CPO premium.

26 Hasil positif | CPO menurun -22% | Tidak ada  bukti
0,6%, Produksi turun -18% | bahwa Terlapor
peningkatan | Penurunan XXVI membatasi
volume CPO>Produksi, distribusi dan
produksi memproduksi minyak | penjualan minyak

goreng lebih tinggi | goreng kemasan
dibanding pembelian | premium selama
CPO periode yang diduga

sebagai waktu

pelanggaran.
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27 Hasil positif | CPO menurun -13% Selama periode
5,4%, Produksi naik 11% | dugaan pelanggaran
peningkatan | Peningkatan Terlapor XXVII tidak
volume CPO<Produksi, terbukti mengenakan
produksi memproduksi minyak | pembatasan distribusi

goreng lebih tinggi | dan penjualan minyak
dibanding pembelian | goreng kemasan
CPO premium.

Berdasarkan Putusan KPPU No. 15/KPPU-1/2022, indikasi adanya
praktik kartel dalam penjualan minyak goreng kemasan terbukti melalui
rangkaian fakta dan bukti tidak langsung yang saling mendukung.

Pertama, terdapat pola kenaikan harga yang seragam yang
dilakukan hampir secara bersamaan oleh sebagian besar perusahaan
terlapor. Dalam kurun waktu tertentu, seluruh pelaku usaha menaikkan
harga minyak goreng kemasan dengan besaran yang relatif sama, tanpa
adanya faktor pembentuk harga yang wajar. Data yang dianalisis KPPU
menunjukkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak sejalan dengan
fluktuasi: harga: CPO: (CrudePalm Oil) yang menjadi-bahan baku utama,
sehingga menunjukkan adanya ‘unsur Kkesepakatan harga secara
tersembunyi.

Kedua, terlapor secara aktif mengikuti rapat-rapat asosiasi industri,
yang salah satu agendanya adalah membahas perkembangan harga,
distribusi pasokan, dan langkah-langkah penyesuaian produksi. Meskipun
tidak ditemukan dokumen perjanjian tertulis yang eksplisit menetapkan
harga, keberadaan forum tersebut menjadi sarana komunikasi yang

memungkinkan terjadinya koordinasi kebijakan harga dan volume
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pasokan. Hal ini sesuai dengan konsep price signalling, yaitu pemberian
sinyal harga melalui diskusi terbuka di antara pelaku usaha yang akhirnya
diikuti oleh perusahaan lain secara paralel.

Ketiga, terdapat kebijakan pembatasan distribusi pasokan secara
kolektif oleh beberapa perusahaan besar. Hal ini mengakibatkan
kelangkaan minyak goreng di tingkat distributor dan pengecer, sehingga
memicu kenaikan harga yang signifikan di pasar domestik. Bukti distribusi
dan keterangan saksi menunjukkan bahwa pembatasan pasokan tidak
disebabkan oleh gangguan produksi, melainkan oleh kebijakan yang
disengaja untuk menciptakan tekanan permintaan.

Keempat, perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung dalam
koordinasi tersebut tidak menaikkan harga pada periode yang sama, yang
menunjukkan bahwa kenaikan harga oleh kelompok terlapor bukan akibat
faktor pasar alami. Fakta perbedaan perilaku harga ini menjadi salah satu
indikator penting adanya kesepakatan,yang bersifat anti-persaingan.

Kelima, KPPU menemukan bahwa harga jual yang ditetapkan oleh
terlapor berada jauh di atas struktur biaya produksi yang wajar.
Kesenjangan harga ini menunjukkan adanya margin keuntungan tidak
normal yang diperoleh akibat pengaturan pasar. Dalam perspektif hukum
persaingan, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda utama perilaku

kartel.
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Kekuatan dan Tantangan Penggunaan Indirect Evidence dalam
Penegakan Hukum di Indonesia
Dalam praktik kartel, para pelaku usaha umumnya melakukan
persekongkolan secara rahasia (covert behavior) sehingga bukti langsung
seperti perjanjian tertulis, notulen rapat, atau pengakuan eksplisit sangat
sulit diperoleh . Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung (indirect
evidence) menjadi instrumen penting dalam proses pembuktian
pelanggaran persaingan usaha.
Menurut Pedoman Penanganan Perkara Kartel KPPU® indirect evidence
dapat berupa:
a) Paralelisme harga,
b) Penurunan atau kenaikan volume produksi secara seragam,
¢) Pola komunikasi antar pelaku usaha,
d) Analisis perilaku pasar yang tidak wajar.
Meskipun ,demikian; ;penggunaan ; indirect- evidencejuga menghadapi
sejumlah tantangan di Indonesia.
a. Kekuatan Penggunaan Indirect Evidence
a) Mengatasi keterbatasan bukti langsung
Kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit dibuktikan secara
langsung karena biasanya dilakukan secara tertutup. Indirect
evidence memungkinkan penegak hukum untuk membuka pola

kerja sama tersembunyi di antara pelaku usaha.

® KPPU. Pedoman Penanganan Perkara Kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia, 2019, Bab IV (Metode Pembuktian Kartel), 22.
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Memberikan gambaran perilaku pasar yang lebih utuh

Indirect evidence memungkinkan analisis yang lebih komprehensif
atas:

e Struktur pasar,

o Perilaku para pelaku usaha,

e Perubahan harga atau pasokan yang tidak wajar.

Sehingga pengambilan keputusan tidak semata-mata berbasis bukti
formal, melainkan berdasarkan dinamika pasar.

Diakui secara internasional

Praktik penggunaan indirect evidence sudah menjadi bagian dari
best practices di berbagai yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika
Serikat, dan Jepang. Ini membantu KPPU dalam menyesuaikan

standar pembuktian di tingkat global.

d) Memberikan fleksibilitas bagi otoritas persaingan

Dengan mengandalkan indirect evidence, KPPU dapat:

e Membuka pola komunikasi digital,
e Memanfaatkan analisis big data,
e Memeriksa perilaku kolektif, yang sebelumnya sulit dijadikan

bukti hukum.
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b. Tantangan Penggunaan Indirect Evidence
1. Belum ada standar pembuktian yang baku di Indonesia
Menurut Fibrianti & Oktaviani, penggunaan indirect evidence di
Indonesia belum diatur secara rinci dalam UU No. 5 Tahun 1999
maupun dalam Peraturan KPPU."® Akibatnya, terjadi:
¢ Inkonsistensi dalam penerapan,
e Ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha,
e Kaesulitan bagi hakim dalam mengevaluasi bobot bukti.
2. Resiko positif palsu dan negatif palsu
Analisis indirect evidence harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Jika tidak, ada risiko:
o Positif palsu artinya menduga ada kartel padahal perilaku pasar
dipicu faktor lain (contoh: kenaikan harga bahan baku),
o Negatif palsu artinya gagal mendeteksi kartel yang memang ada
karena analisis yang kurang..
3. Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi KPPU
Penggunaan indirect evidence memerlukan:
e Kemampuan analisis ekonomi tingkat lanjut,
e Kemampuan forensik digital,

¢ Analisis data big data.

" Fibrianti, Fenny & Rina Oktaviani. Tantangan Penggunaan Bukti Tidak Langsung
dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.
49 No. 2 (2019), him. 240-257
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Saat ini, meskipun KPPU terus memperkuat kapasitasnya,
kemampuan ini masih menjadi tantangan, terutama dalam
menghadapi pelaku usaha yang memiliki sumber daya dan
konsultan hukum tingkat global .

Kerap dipatahkan di pengadilan

Penggunaan indirect evidence seringkali ditantang oleh pengacara
terlapor di pengadilan, yang meminta pembuktian lebih konklusif.
Oleh karena itu, KPPU perlu merangkaikan indirect evidence
dengan sangat kuat, misalnya dengan menunjukkan adanya;

e Polanya yang konsisten,

e Motif yang jelas

e Korelasi antara komunikasi dan perubahan pasar.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan KPPU No. 15/KPPU-1/2022 membahas dugaan pelanggaran
dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Dalam putusan
yang dibacakan pada 26 Mei 2023, Majelis Komisi menyatakan bahwa 27
terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang
penetapan harga. Namun, tujuh perusahaan, vyaitu PT Asianagro
Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim
Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati
Asahan, dan PT Sinar Alam Permai, terbukti melanggar Pasal 19 huruf ¢
karena membatasi distribusi atau penjualan.

Analisis hukum terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pasar
minyak-goreng; di Indonesia bersifat oligopoli dengan-tingkat konsentrasi
tinggi, yang memengaruhi perilaku bisnis'dan persaingan pasar. Meski ada
potensi penetapan harga, analisis rasio input dan output menunjukkan
bahwa kenaikan harga pada periode tersebut disebabkan oleh kenaikan
harga bahan baku, bukan kesepakatan harga antar pelaku usaha. Namun,
terlapor terbukti tidak mematuhi kebijakan harga eceran tertinggi (HET)
dengan mengurangi produksi atau penjualan secara sengaja untuk

memengaruhi kebijakan tersebut. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak
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goreng di pasar, yang dianggap sebagai tindakan tidak jujur dan
menghambat persaingan usaha.

2. Dalam pembuktiannya, KPPU mengandalkan bukti tidak langsung
(indirect evidence), seperti komunikasi dan data ekonomi, karena praktik
kartel sering dilakukan secara tersembunyi. Terdapat indikasi kuat praktik
kartel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, yaitu perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Analisis
ini diperkuat oleh kombinasi bukti tidak langsung berupa pola harga
paralel, pertemuan asosiasi, pembatasan distribusi, keterangan saksi, dan
data perbandingan biaya produksi dengan harga jual di pasar.

B. Saran
Saran dari peneliti ialah Perlu Adanya Regulasi yang Lebih Spesifik
tentang Kartel Saat ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memang mengatur
larangan praktik kartel, tetapi masih bersifat umum. Regulasi tambahan yang
lebih rinci diperlukan .untuk \mengakomadasi pola kartel modern yang lebih
terselubung. Pemerintah dan KPPU dapat merancang Peraturan Pemerintah

(PP) atau Peraturan KPPU yang secara eksplisit mengatur indikator kartel,

termasuk dalam industri strategis seperti minyak goreng. Dalam banyak kasus,

kartel sulit dibuktikan karena kesepakatan antar pelaku usaha biasanya tidak
dilakukan secara tertulis.

Selanjutnya, standar pembuktian dapat diperluas dengan memberikan
ruang yang lebih besar bagi penggunaan indirect evidence, misalnya melalui

analisis pola perubahan harga yang terjadi secara serempak di berbagai pelaku
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usaha, identifikasi korelasi tingkat produksi yang tidak wajar dan tidak selaras
dengan kondisi permintaan pasar, serta penelusuran rekam jejak komunikasi
digital atau elektronik antar perusahaan yang menunjukkan adanya koordinasi

atau kesepakatan tersembunyi.
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Komisl Pengawas Persaingan Usaha Republil Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor: 15/EKPPU-1/2022

dizcbut Komisi yang mameriksa Forkara Namor 13 /KFFU-I/202Z tentang
Dugasn Falanggaran Facal S dan Pacal 15 huruf © Undang-Undang Namor =

Tahun 1599 dalam Fonjualan Mnvak Coreng Ki a Fang
ailsloaican aleh: -
1. Tariapaor [ PT Asianagro Agungjaya, yang beralamat kantor

"

!jl

Teriapor OI

Tartapor V

@i Palemreng Kaving $3-87 Kalurshan Ksbom
10220 dan Jalapn "M(H. Thamrin Nomor 31,

PT Eataga  Elok Semesta Terpadu, yang
beralamat ksntor i Jalan Gamma Aaspion Q-3

x V3, K Induztri Aaspion, R=ya
ASmyar KM 2S, Cresik, Provinsi Jawa Timur,

PT Berlian Ekasakti Tangguh, vang ooralamat
kantor i Jmlan Komodor Yoz Sudarso KA €
Nomor 15, Keurshan Pula Serayan Kota,
Kocamatan Mcdan Earat, Kota Madan Frovinoi
Sumatera Utara 230116, 3
PT Bina Karya Prima, yang baralamat kantor &i
Jalsn Yoz Sudarzo Hlok D-5, Kav S0 Tanjung
Friak, Jskart= Utara Frovins DED Jakarts
14350, Ind i

PT Incasi Raya, yang beralamat kantor di Jalan
Cipanegoro Nomor 7, Kaurahan Sciakang
Sumateras Sarat 25118, Ind X

kalosan 1) dar 888
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“Tartapar VII

‘Tariapar VIO

‘Tarlapar DT

“Tariapar 23

b

SALINAN

FT Selago Makmur Flantatiom, vang beral=mat
keavrtar o Jalan Dipooagora Hamos 7, Kahorahen
Bclrkeng Tangsi, Fadeng Earst, Eota Fedeng,
Sumatera Barat 35118, Indanesis, ---——————-=----=
PT Agro Makmur Raya, yeng bermlsymess kerbar
o Spring Towar 0S-22, Jal=m KL. Yoo Swdarza,
Tonjung Mulin, Medamn Deli, Bota Beden, Provins

PT Indokarya Internoss, vany baralarmss oarwtar
& Spring Towar O3-38, Jal=n KL Yoo Sidarzo,
HKaluaraher Tamjung BRhilis, HKocamata . Afcdsr
Ceall, Boorts Riadarm | Summstars TIisrs Infonesis, ---
PT Iotibenms Perkasatama ™ veamg bersl=mat
kentor & Spring Towsr O29-Z1, Jalsm KL ¥oo
Sudarzo BRI 7,2, Eelurabean Tamjung MMuolis

PT Megasurya Mas, tang boralsmat keator oi
Jmmm 22 War, Sidoarjo, Frovinsi
JSmwm TEmur E1E5E, Indonesin —------——-———-------=
FT Iikie Oleo Naobati Indusir, yvang beralamat
Temntor i Jalmm Reym Harogang M 5 Momar 16,
Eojonyg MMantongy Rawa Lumbu, Kota Balkeesd,
Frovins Jaes Earet 17117, Indomasis.
PT hmsim Mac, vang baralsmat osmbor df Jalsan

L Yoz Sudarsp KRI 7,2 Ealurahew Tanjumg
Rbati=, Hecamatan MMedsn Delli, Medsn, Frovinsi

kantor & Spring Towsr 06-63, Jalmn KL Yoo
Frovins Surmatars [Mtars 30591, Indanesis, ——---
PT Pacific Medan Induectrd, vang besal=mat
kmntor o Jalem Hawemcsn Kim O Riaber, Jel=s
Fuleny [Mi=s  Sal=tan, Sagobtis, Peccot Sed Tusm,

baoloemoe I dan SEE
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‘Tariapar W10

‘Tariapar 350

‘Tarlapar 300

‘Tariapar 3000

‘Tariapar 0000
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Temrm SOETL, DUACIeEin ————————————————————————
PT Permnata Hijan Palm Oleo yang beralamet
kmntar 4i [gkamdsr Wuds Womar 107, Hatz

FT Permata Hijan Sasit, vang beralamss keorbhar
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Babura, Eecamatan Modan Eana, Eotz Msdsm,
Frovinel Sumstars Thears 30154, oo csis —— -
FT Frimns Samms Cooking Oif Industrial yang
beralamat  kantor df Jalan Poodols - Thoge,
Ealishang Namps 20E BT 001 FR 05349, Kaharaten
Fejuang. Hecrmatemn hModan Satris,. Kote Balowsd,
Frovins Jemwa Baret 17151 [N onesis ———----——-
PT Salim reomna=z Pratama, Thik v=ng ceralamat
kemvtor fi Sodirmmes Flees . Fiars Indofood Tower
Lented 11, Jalsm Jakdaral Suditmen Kayw 76 — TE
Sgtiatnati_ Sekerts Selatan Provinel DHT Sekcerts
12510, danesis. PR
PT Sinar Mas Agro Resonrces and Technology,
Thk [PT Smart Thk] yeng taralamet kemtor o
Flars Sinmr Risc Lams, AMeasrs O Lamesi 28-30,
Julan A H. Thamrin Nomar =1, Jakerts Pusst,

Frovinsi DD Jakarss 10E50, IN00riesin ————-—--—
PT Budi Mabati Perlovoa, vang taralamat kerntar
di Jelan Raya Palabuhemn =T 011 FWF 000,
Faluranan Talevg ko, Kecamatsy Taman Fajd,
Kabupetern RMuara Jambi, Froving Jeaobd,
mﬁmm- -----

FT Tumas Bara Lampung, Thk, rang beral=mat
kantor di Wisme Ewdi Floaor 5-%, Jalan HER
Rasuina Said| Lot S-5 RT 008 W 002 Heret,
Eacamatan Sefimbadi, Jakerts Sglstam  Frovincd

o FALae BT Rmrarmic Lingloingsn W, Koluraten

balomaor 5 don 285
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Faceds, Hocamaten RAisdidir, Kota Bitung,
Fraving Sulswes tara, Indoosanis, -———--—---—-
Z3. Tarlapar 20O @ PT Multimaxs MNabati Asaban, yvang beralamat
mntar ¢ Gedung B Lantsi 5, Jalen Pute Hijan
Nomor 10, Keceoman Bicdsn Baru, Kofta MModem,
Frovins Surnstars [iters 20111, Indoaesis  ------
24, Tarlapor 200V @ PT Sinar Alam Permad, yang berelaymai kendor di
Jmlmn  Elskskr Nomor 18, & IIir Timur I,
Falambang, Froving Sumators Sclatan 20116,
IS, Tarlapar 2007 @ PT Wilmasr cCalkaya Indonesia, Thk  r=ang
Deralarmst s yrtor of Jakee ndwrtri Salstemn 3 Elok
O Homee 1, Erermssm [nchartrl Jekbeibakes Precir
Froving Jaoes Earst 17550: [Mdomasis.

TE. Tarlapar 3000 @ PT Wilmar Nabati Indanexcis, yvang beralamst
lemntor o Gedung E&G Lantai 5, Jalan Putd Bijaa
Momor 10 Hewassm, Madsn Barat, Madsm,
Froving Sumaters Utamm 30111, Indoacsis, ------
I7. Tarlapar 3000 @ PT Haryaimdsh Alnm Sejahtern, yeng beralammst
kenior i Jalem  Eabicopok Kitl amor 3.

telah mangambdl Flinissn sabagei barilait -
manjelis Blomisi: = -
Setelahn mainbars Laparam Dngeers Polangearen; =
Setelal mémbarcrs TamgEepen para Terlspor terhadsn Laporsn  Duageee
FrElamgEeTay; --- ===
Saininn marsdangar batarangan pars Sekess; -
Satclan marsdangar batarangan parm Ahhic -
Setelahn merdanEar kataremssan, pare Tariapon; e
Satsian marmhears Kasimmelen Hacl Farridemgen dard mechgetar; -——-——— —
Setclahn rmmambace Kazirmpelen Hacil Fareideargm dard pers Tarl Bpadr; ----————
Seician marmhears cirat-rarat dsm oo rman-dokuTner Asletn pariesrs i —

kalamar 4 dari S5



Latar Eqiskang Parkara

9.4. Kanaikan Harga Minyak Gorang di Indonagia;—----—----=——=---—--

4.1,

08 2

0 1
o s
L8 1748
P TR

TR I »*"-‘_—r’/&'

Il

Eanwa pada bulan Septembar 2021 tarjadi keracahan
mazyaraiat e deng: i hargs mmysk goreng

SALINAN

Daik yang dijusl di pazar tragisional maupun @i pacar retail

Aarn

- Yasdr T gunnl - Pt Modbes

DRSS | ...

5.4.3. Eanwa berdacariksn %n-nbmgan nargs tarzebut

S48

. 34a,

mtmmmmmmmﬂ
goreng, lepasan barmarck parpiciren I kg & pa.:ar
mnmxmp&mr "'upana_, Sods' Bulan :
2015 zAmpEs dedgan Fulan Blsi 0T+ sr-F-Ftraeaen
Wmmsmﬂ%mm
u'.np&t perzan|, Tementars & patar modern mangalami

Nkanaikan sebezar €0% (enam puluh parzen) pada pericde

1 2031 pai dengan Mei 3023, ---——-s-mmmmes
pokok ztratagiz yang sangat dibutuhkan macyarakat
{konzumen) maka KFFU Parinisiatid meonindaklanjut
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3. FPT Simer Alsrn Farmoed
4. FT Wihmsary fMsnes Tredorsasis
5.  FT Witmer Canecs acdoceuccis

[ bukt E14,. ESQ. BE1ILETS.
El00, =131, SII33 SlOE T ladG,
| c1z0.cs57) -
1. FT Parmets BElfjma Sescit
. FT Parmets Eifjaas Falon Clao
forichs Dulksi BE. BT 1, C118, ©114)
1. FTTom=ss Ear Tanspnomsg, Toic
Z. FrEodi Mebhat Farksoms
[roistes bulkct EEa, ES. 119,
S11E)
I. PT Burliem Elkeoaloti Teageanoln
| Z PT Batewrs Elok Sermecta

Tarp=cl
[pider TulkrH BT, BTF, LD, 1|
10 | PT Iocea | R
1. ' PT Salng0 iy FPlaryt= tiom
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Halrmgkesn Biinyak Sorery FEOEMImEET === o o o o o o o e

.11

Hamil Survay o 20 [dua puluh] Dasredk . -—--—--—--—----------------- -

9.11.1. Eahts bardazsricss hssil curvey pacsr yang dilskkeys i

dacrel i Indooesis (Acch, Eali,. Bangksa Eolitung,
Bangkuhi, OI. Yograkarts, Jembi, Jaws Teageh, Jaws
Timmuar, HEalimeamntam Earat, Falbmm et Sedatarn,
Krlimantan Tesngah, HKalimsoteam Timour, Ealimeetsarn
Ttara, Kepulsgsm Fien, Melueka, NTE,. HTT, Rian,
Sumaters Sclsten, Sumaters TFtara) diparabaln fakts vang
merunjukicsn  tarjmdivmya  kalsmgirsss  produk minrsk
poreng kamearen di bebaraps proviogi di Insdooesis
Daba g A TEes Harilits —-—— - e e e

alerreyn S deoi EBE

I SALINAN I

a. Sajeik bulmm Hovembe-ar 3031 csampei denges bak=rs
Crarconisar I032 1, terjadi s gkmen miryak gorang di
Frowing Sumatara Sedatan baikdi pasar tredicionsal
TOAPAEN PESAT IODETTE —- —--—-——= === - === - - — oo

B, Fads bulam Jammar 3023 tarjedi kalangkeass minyak
Forang beik di pasar tradicions] dan pecer macdars
i 11 (Febwics| provinel diIndopoarnisa (Acah, BEal,
I Yograkarta, Jawa Timur, HEalimantan Earat,
Ealinartem Sglaten, Halimeawnise Timusr, EaHrmsey sy
Ttarm, Risis, Surmetors Salsts dsry E'umﬂ.le-qa,,u‘t.:rn|

c. “Feis ilan Feommard 30933 tarjadi mﬁ:&: minyak
Forang baik i pacsar fradiciomal darnk. parar modern i
12 (dgm ‘belac] province<di Indooesis [Acahn, Bal,
Ermgks Ealitaong, DI Yogsaksrtsa, Jaws Timur,
Erallimantan Earat, Halimesot=n Sdetex, Eabhmeamt=sn
Timmur, Kalimaswatesm (Ttars, Riswg, Sumstoars Salestsy
e Surmetees T )= —————————————————————————————

d. Fmis bulan MMarat 2052 tajedi kelsmghmssn minysk
Farang beir i pacer tradisional dan pacear modere ol

15 [lHima, belar| provimei 4i Imdaomazis (Aceh, Eal,
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5.11.2. Eahwe pada bulan Januar - Maret 2023 bardacarican

data yang di parolah dari 19 |gambilan belas|] Famarintah

Dearah i Indoaaris dipercleh fakts torjadi kolangkaan

iotereediman minyak goreng kemassn barbegei marak

yang diproduksi clah Pars Tarlapor di 19 (samiilan balaz)

provingl cobagaimens dijelmcian berilout (ide owikd

ClE4-C154):

Froduk minyak gorang kemasan marak Bimol vang
tiprodukei cleh FT Salim [vomas Pratama gulit
titamukan katercsdizammys pada parods Janaarn —
Miargt 033 di 15 |Hma balar) provingd i Indoeesis
[Acsh, Sumatera Utare, Fimu, Keap. Fiau, Eeagiouls,
Eangks Edlitung, Jawa Timur, NTE, Ealimentan
tara, Kalimentan Bsrat, Madlos, Sulswazi Esrat,
Sulawesi Tangah, Sulawesl Tanggara, den Sulawesi
Litara).

Frodulk minyalk goreng kemaran merek Filma, Kunci
Nimz, dan Magkh vang diprodulksi oleh BT Smart Tek
salit difemulan keterzedimsmmya pada parioda
Jm!'“ﬁ‘._ Mfatet 2095 4 14 |smpat belas) proving @i
I:u_E.Emm'a. |Sumetcre Utara, Eengiulu, Eangks

“Balitung. Jawa Timur, NTE, Kalimanten Utara,

Kalimantsn Selatan, Kalimsmitsn Barst, BEiahiko,
Sulawezi Earat, Sulawazi Tangah, Sulawazi
Tenggara, Sulawari tara, dan Yogyakarts|. ---------
Froduk minyak goreng kamassn merek Samia dan
Fortene) yvang diproduksi aldh (PT Wilmar Natat
Mmdaonacia sulit ditamulkan - keterredisannya pads
perioda’ Jemueri - Maret S022 01 17 prowvinel di
Indonaria (Acak, Sumatara Utara, Risu, Hep. Riaw,
Sumatira Salatan, Banglulu, Eangks Eclitung, Eali,
NTE, Kalimantan Salatan, MMaluku, Sulawes Earat,
Sulawezi Tengah, Sulmwazi Tenggara, Sulawazi
Utara, Yogyakarta, dan Jawa Tengmh]. -------------—-—

Froduk minyak goreng kamacan merek Sunca,
Amaga, Alitabta vang diproduksi alah PT Megrourya

halzonan 35 dari BES
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.13 3. Bardagarian hasil pamamt=ian distribus mingysks gorang

rang dilakulss di bebarapa provinesd ditemuken f=lkctes

antar= lain cabagal beriout (fde buldd E12, E17 45129~

B N e

a.

Citemulem marin ada kakorongan fitatersan rEted
bmik yang saluram Jdistribator terpussat meEapan
malatii distributor tngkst 2 dan 2 4i whlayan
Eculabaln, Eanda Aceh dan Lhokosumawes [Provimzi
B

Sabelum pamb-arlaliaksn Lobijalkan catu bharga HET
telah terjadi papiirpsnen pacokan cebacar 7,.5%6 [fhajul
koma lme parzesn] o Sumeaters TImrs, -——--—--—--—--=--
Terjadi dafsit minyak goreng sebasar 55%, (s pualul
cemmibitan” parzan) di Frovingi Jambi dem  terjadi
penjuslan minrak goreng diatag HET, ------=--=--=mnmnn
Terjadi kelicurangan parokan minyak goreng ke pasar
ratedl di FProvinei HKalimantsy Barst sabingge pars
ratmil rering tdek meamilikd parsadisan ctok. -——--—--—--
Terjadi atarlambatean peagiriman. cbak di dOngkst
gictributor di wilayakh Provinsi Sumatera Emrat, —--—--
Terjadi kdkuremgan paickan di Frovingd Sumeters
Salmtmr dem. diteamulcan praktk bundling dalsm

pembalian minyak gorarg, -——--—--—--—--—-=—=-—=-——-———— -
Terjadi kal=ngkesn produlk mimyak gorang di gazar
tradizicmel manpun modern di Proving Lampung. ——-

Kobutuhan minyek poreng daficit hinggs S0% [(Hmm
pulah perzsm), bebarapa pacar tradisiomnsl meuplan
EOAGrE CUEL D I e, e e e e e e e e e e e e

nal=rmen S0 dar BES
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S.17.

Korclas: dan Price Poailelismt.

9.17.1. Eanwa inducsiyi minyak gorang baik curan dan kamazays

S.17.3.

LT

a0

7 o

S.17.83. Eanwa

memiliki Itruktur paar vyang tarkonsantyasi pada
beberapsa palaiou usans= {oligopoif] Ad=pun bukt: ckoxommi
Fang berupsa “pariiaiku” Aapat tarcermin dari adanya price
parailsiizo

nai=ynen S< dar 238

l SALINAN I

Eanws= narga CPO moangalami konaikan yvang signiftican
Pada urun Wwaktu Pulan Januari 20321 Sobssar
RPS.7S5.65 [sembilan mbu tujuh ratus NHe pulih semiidan
rupiak encm puluh ma Sen) dan mencapa puncaknya di
bulawn M=arat 2022 dangan harga Rpl6.473,10 (enam
Delas rmdbu empar rafis fujuh rulus dua rupian sesulun
Sen).

wiwery X0

) SBaerikut:

_i:—e._-&:ﬁsz;~;':§;gig
FEFNUID Ef R53 53
= 2 2 X § = 32
5 = = =

pergerakan narg= rata-rat= minvakx gorang
kemagan para Tarlapor pad= periods Januari 3031
’:agnﬁa.i deng=n paricde AMaryot I0IZ =adalan scbagai
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$.19. Fomenuhan URsur PalamgEarmr —-—-—------—————————————— e -

Fomenuhen Tnsur Pasur Paoal 5 U Hamor 5 Tahun-15955

Facal & UAF Sigmar & Tafun 155F
{2) Pelgku useha Jidgrang membug perjsngcsr dengon pelao
usaha prsaingnya untik menstapian WInge aias soeiu barang
dan atgu jess pong hars  dibopgr, ol=h Konsumen  cfan
pElgrggan pada pasar bersanglntangang Sama
2 Eetentugn sebogaimane dimaicsud.dalem gpat (1] Hdak berlaiu
bhagl:
2. Sudru peranfion pang disuor dalaom sughl unaha Paringan
fritraH
b, Suat perjannan gengs didesarkar urndang-undsreg  ymga
Barigfi
Salrnjuinya pemerther unsur-unsur pelEnggaran oateobizan

Faral S UY Nomaor S Tahun 1559 tarcehbut dapat dinraikkem sebagai

berikut: ——— R
F.15.1. Unzur Palalku TIomhm —-——- e e e

Bardazarisn katentuan Pazal 1 =amghks S UL Homaor S
Tahun 15359 dimyatskan mangensd pengertHzn palaion
uceha dengan dafinici cobagsi berilout: ---------ce--e—ee—--
“setiay orang perorangan otou bodan usaha, baik yang
Berbentulk badan Bulknm oiou bukan Sadan hufoim yang
didirican dan berkedudukan otou melagkukan kegiatan
dalam wiapah hukum negora Republic udonesic, boik
sendiri  maupunr  bSersamo-sama o melotul | pegarian,
menyel=rggarzkan berbagal  kKegiciagr usaha  dalsm
Bidary =KoL, * ~—-— == —-=— - === oo
Eanwa palaku uzshas veng dimakoud dalsm parkars imd
mfalah selural Teriapor yeagy marupaioan badan uwsahe
bartantulk badan hukum sebagaimans talah divreilcan
pads butir 1 [[DENTITAS TERLAFCOE] cahingss ©ecars

halprren)ES A B83

SALINAN

mubzils mutondis menjadi tagian veng Hdak terpizabhlcan
danpan penjslasan pemamahen wnanr ind, -----------—---an

Eahwae parm Tarflapor merupakan palaku uwoahe
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Femeruhen UTnrur-unsur Pasal 19 Huruef O U0 Naomor S Tabun

Facal 15 huruf c U Nomor 5 Teabun 1559

Pelakw usaha dilarang melakukan safe afan beberaopa Regioban,

baik sSerdin maugunr bersama pelaku wsaha d@in, pang dapad

mengskibatkan terfadinyapraktek morggoll dan Siou perssingan

usaha tidak sehat herusa

. membatas] peredaran don afau perualen barang dan @ion
Jjasa pada pasarbersangcwian.

Sglamjutnya pamonubsan URSur-unTur paamggaran katcobuan

FPazal 1% huruf ¢ U Homor 5 Tahun 15539 tercebut dapat

diuraikem cabagai barikoat:

S.20.1.

halm e 71 deri BBS
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Tnrur Palakn Tizakhs ;

Ecrfdasarken kstantuan Pazal 1 angka = UY Homar S
Tahun 13950 dinyataken monpansl pengertian pal=inog
uzaha sebagei berilast:

Setiay ararlg PeErorangan atan badan usehd, baik yang
berbentukbadan Auloum afau bukcan bodan kukum

yang Jidirtksr dor Serkeguduksr otou melzkukan
kegigian  dalorm wilgpah Rukum negara Repaklilc
Indonesia, baik sendii  moupun Sersama-saned
mebzhui  SeErorfiar, | meEnyelEnggaraksn | berbagsl
kegigian wsaka dalam bideng =k L

Ezhwa pelakl uzaha yang dimakoud dalam parkara ind
afialan feduruh TErlspor fEng W arupakan ‘baden uzahs
berbantuk badan rukum ssbagaimenes talah diurzikan
pade bubit. 1 [DENTITAS Emﬁ]':nﬁnﬂa EEcAars
mutotls mecdardis mnn_p..da. bagimn vemg tidak
terpicakican’ dangamn pnnj-n:lilhsan pamenulan WEslr .
Enlhws Teriapar Tmarupalem pelalka uzahm
sabagmimana dimaksud pada Fazel 1 angka 5 OO

Homor & Tahun' 1399,

Atar dasar wetentuan tsrsdbut maks unsur Faleloa
Uzahs dalaim parkara @ guo Tarpemnaki ---—---—--—--—--—--

110



Nama

Tempat, Tanggal Lahir
NIM

Fakultas

Jurusan

Prodi

Alamat

Email
No. HP

Riwayat Pendidikan
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BIODATA PENULIS

: Rikha Cahyandira

: Probolinggo, 06 Januari 2003

: 212102020010

: Syariah

: Hukum Islam

: Hukum Ekonomi Syariah

: Perum. Pondok Indah Arjuno 1V, No. 1 Rt 13 Rw
03; Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo

: rikha0603@gmail.com

: 082338811032

1. SDN Ketapang 2 Kota Probolinggo

2. MTsN Kota Probolinggo

3. MAN 2 Kota Probolinggo

4. UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember


mailto:rikha0603@gmail.com

